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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahammaka apabila kamu
selesai ( dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan siguh — sungguh urusan yang
lain , dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berarap ”*

(QS. ALAM NASYRAH: 6-8)

1Departemen Agama Republik Indonesia.1998ur’an dan Terjemahanny&emarang: PT
Kumudasmoro Grafindo
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RINGKASAN

Penanaman modal atau investasi merupakan segatdstegenanamkan modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penamatal asing untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia.Indengesbagai sebuah negara kepulauan
yang memiliki sumber daya yang melimpah , tidakssererta sumber daya alam yang
melimpah tersebut dapat diambil dengan sendiringaipain diolah, perlu dibangun
infrastruktur sarana prasarana dalam mengolahngh olkegara indonesia melalui
pemerintah.Rumusan masalah yang akan dibahas eaniigan skripsi ini antara lain
adalah menyebutkan Bagiamana pengaturan sistem laseguyada industri
Telekomunikasi di Indonesia ?, Apa kendala — kemdkllam penanaman modal pada
industri telekomunikasi di Indonesia ?, Apa benpgklindungan hukum bagi investor
industri telekomunikasi di Indonesia yang mengalkemdala investasi di Indonesia ?
Penulisan skirpsi ini memiliki dua tujuan , yaitujuan umum dan khusus. Tujuan
umumnya adalah Untuk memenuhi serta melengkaph ss¢du pokok persyaratan
akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukumvetsitas Jember, Sebagai
upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu amngs yang penulis peroleh
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum W¥rsitas Jember, dan Sebagai
sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukumgaiharapkan dapat berguna bagi
almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyanakan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi olah yuridis normatf,
sedangkan untuk pendekatan masalah yang digunakém dskripsi ini adalah
menggunakan pendekatan undang-undgstatute approach)dan pendekatan
konseptual ¢onceptual approackpenulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum pgim
dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh, kemudigamalisis dari Undang-Undang
yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapanjBéhya hasil analisis tersebut
diinpretasikan dengan menggunakan cara berfikiukl&#dyaitu suatu cara mengambil
kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yangdtexrsium menuju pembahasan

yang bersifat lebih khusus.
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Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktentipg dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukunigggatan berbagai aspek, mulai
dari aspek perekonomian, pendidikan, dan hubungatar abangsa, yang perlu
ditingkatkan melalui ketersediaannya baik dari sakgesibilitas, densitas, mutu dan
layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh fapisasyarakat.Karena itulah
industry telekomunikasi Salah satu andalan bagia ppenanam modal dalam
menjalankan bisnis investasi adalah didalam industiekomunikasi. Industri
telekomunikasi sangat berkembang saat ini.

Kesimpulan pertama dari penulisan skripsi ini addajgengaturan industry
telekomunikasi di Indonesia adalah proses atawjpgsh yang mengatur segala kegiatan
yang ada pada industry telekomunikasi, baik dadasig — undang ataupun pemerintah,
kesimpulan . kedua kendala bagi investor adalgialaehal yang dapat menghambat
ataupun mempengaruhi segala kegiatan investasibdestampak negative bagi para
investor., ketiga upaya yang dapat diberikan gureanberikan sutau perlindungan
hukum bagi para investor pada industry telekomugiikatara lain dengan pembenahan
peraturan peraturan perundang undangan terkartingieatan fungsi penegakan hukum
serta koordinasi antar lembaga juga harus diopkiamal

Saran dari rumusan masalah pertama dalam penuBkdpsi ini adalah
pengaturan system regulasi di Indonesia perlu adpeybaikan sistem terutama dengan
melihat banyaknya kekurangan , terutama dari Undabimdang No.36 tahun 1999 itu
sendiri , rumusan masalah kedua dalam berinvesdasheberapa yang harus diingat
bahwa selalu ada hambatan akan kehilangan modualkdeena itu, sangat perlu
mengetahui dengan benar asset-aset yang cocok kitaykilih utuk berinvestasi sesuai
keinginan dan kebutuhan kita, keti@@lam memberikan kepastian atau perlindungan
hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah peafia® dari sistem hukum itu
sendiri .
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi merupakan segalgatdde
menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalanerinegaupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayegara Republik
Indonesia.Indonesia sebagai sebuah negara kepwangnmemiliki sumber
daya yang melimpah , tidak serta merta sumber dégm yang melimpah
tersebut dapat diambil dengan sendirinya ataupatatdi perlu dibangun
infrastruktur sarana prasarana dalam mengolahngh okgara indonesia
melalui pemerintah.

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangqerjuklan
adanya modal atau investasi yang besar .Kegiatamanpenan modal di
Indonesia dimulai sejak tahun 1967 , yaitu sejdteldarkanya Undang —
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman MadagAlan Undang —
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman NDzdaim Negeri.

Keberadaan kedua instrument hukum tersebut , gikama agar
investor, baik asing ataupun domestik untuk juganibestasi di Indonesia .
Penanaman modal juga merupakan cara yang digurssiegai pergerakan
pertumbuhan ekonomi di suatu Negara dan dapat jugabangkitkan
kegiatan ekonomi baru seperti didalam sektor peman kehutanan,
pertambangan, pembangunan industri, perdaganganjada-jasaKegiatan
penanaman modal ini juga akan mendorong peninglsatiaaver pertumbuhan
ekonomi lainnya dalam bentuk peningkatan ekspor kKamsumsi dalam
negeri serta dapat menarik tenaga kerja. Denganik@d@mpertumbuhan
ekonomi yang di dorong oleh penanaman modal yangt lakan lebih
menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangk@apg.kestabilan

pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kebijakani ggemerintahan baru
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yang dinilai cukup baik. Tentuya dengan hal sepertiterus menambah para
investor untuk terus menanamkan modalnya.

Salah satu andalan bagi para investor dalam meRgba bisnis
investasi adalah didalam industri telekomunikasidustri telekomunikasi
sangat berkembang saat ini.Perkembangan yang pesd&a industri
telekomunikasi akhir-akhir ini terutama didorongelol pekembangan yang
pesat dari pasar seluler.Sejak awal perkembangamoygiuk seluler berbeda

dengan telepon tetap dengan jaringat 1

)el yangraipoli oleh PT Telkom.

Kementrian Perindustrian terus memberikan pendekdtapada
industri Telekomunikasi untuk menyedot para investbaik asing maupun
dalam negeri. Hal ini disebabkan karena belanjgedttor Telekomunikasi
sangat besar. Perkembangan industri telekomunykemsy strategis ini selalu
bergerak sesuai gaya komunikasi yang dinamis. tndtslekomunikasi
sendiri sangat berpengaruh dari perkembangan ekdrangsa ini di berbagai
sektor. Mulai dari sektor industri manufaktur, uistti pertambangan dan
migas, industri perbankan dan jasa keuangan, indysrtanian dan
perkebunan, industri pariwisata, industri perhulamgatau transportasi,
perkembangannya tak lepas dari sektor telekomuiritkiesendiri’

Penanam modal berlomba-lomba untuk menanamkan moyal
kedalam industri telekomunikasi indonesia .bukamyhamengikuti gaya
perkembangan telekomunikasi cukup strategis , najongen dari keuntungan
yang dihasilkan dari harga pasar yang selama ikugunenggiurkan bagi
para investor Perkembangan industri telekomunikasnyebabkan banyak
para calon investor atau penanam. namun para onjegia akan menghadapi
resiko didalam berinvestasi , dimana selain pegsairdidalam pasar , juga
resiko didalam berinvestasi itu sendiri .Dalameagetegiatan investasi , tentu
saja terdapat resiko — resiko yang dihadapi . aisikrisiko tersebut dapat

berupa kerugian materill ataupun bersifat non rnilater

YIndustritelekomunikasi perkembangan dan andalaoriesia
http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekankasi-peranan-dan-tren-masa-
depan_54f94646a3331176038b4a68digkada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB
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1.2

1.3.

Resiko yang dihadadapi para investor ini tentungpatl disebabkan
dari sistem regulasi dari industri telekomunikasndiri ataupun dari segi
perlindungan hukum yang diberikan . karena pada #@ia, industri
telekomunikasi sendiri lebih condong kepada penaasadan juga
perkembangan industri nya. Para investor yang t@ahanamkan modalnya ,
seharusnya mendapatkan suatu perlindungan hukum renjamin setiap
kegiatan investasinya yamg dilakukan pada bidadgstni telekomunikasi .
Oleh karena perlindungan hukum patut untuk diberikepada setiap investor
demi menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebsnyastor dalam
menanamkan modalnya .

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertantuk mengambil
judul skripsi” Perlindungan hukum bagi investor paddustri telekomunikasi

di Indonesia “.

RumusanMasalah
1. Bagiamana pengaturan industri Telekomunikasi dotresia ?

2. Apa kendala — kendala dalam penanaman modal padastin

telekomunikasi di Indonesia ?

3. Apa upaya perlindungan hukum yang dapat diberikagi para
penanam modal yang mengalami kendala pada indigdékomunikasi

di indonesia ?

Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperolealatis
penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan stgtian penulisan.
Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjaddua), yaitu tujuan

yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.
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1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan Umum yang ingin dicapai :
1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokogyamtan
akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukuivetsitas
Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan Il
pengetahuan yang penulis peroleh selama mengig&kujahan di
Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilrakum yang
diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahadiskaltas
Hukum, dan masyarakat umum.
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai :
1. Mengetahui dan memahami tentang pengaturan padastind
Telekomunikasi di Indonesia
2. Mengetahui dan memahami tentang kendala — kendal@amd
penanaman modal pada industri telekomunikasi dinedia .
3. memberikan suatu pemikiran untuk mengatasi masalah
perlindungan hukum bagi para investor yang mengakamdala

pada industry telekomunikasi di Indonesia .

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suata ittmiah untuk
memperoleh data atau hasil yang konkrit dengaratuplan kegunaan tertentu.
Metode penelitian merupakan faktor terpenting daketiap penulisan karya
ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kel@mmayang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga kasja ilmiah tersebut dapat
mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Penggunaém setode dalam
suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu gealguan untuk mendapatkan

suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, méngdéam merumuskan
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bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untukameb isu hukum yang
dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatginkeulan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode péaelipada karya ilmiah
merupakan epistemologis yang penting dan dapatndikekan dalam bab
tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metodelipanedapat diuraikan tentang
tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, daforman, definisi
operasional, hipotesis dan uraian lain yang dipariu Urutan dan komponen
metode penelitian bergantung pada bidang ilmu ykag dikaji®

Sehingga Metode penelitian merupakan faktor pentiladam setiap
penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsiyiang dapat digunakan sebagai
cara untuk menemukan, mengembangkan, dan mengbgragaan serta
menjalankan prosedur secara benar dan sistematss dapat dijalankan dan

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mmeken aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-dakthiukum guna menjawab
isu_hukum yang dihadapi.Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas
permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalamlipaneyang difokuskan
pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma daldewm positif, yaitu
dengan cara yuridis normatilegal rescarch)untuk mengkaji berbagai aturan
hukum, seperti Undang-Undang, peraturan-peratw@na literatur yang berisi
konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan mgsalahan yang akan

dibahas dalam penelitian skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekataengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkammaf dari berbagai aspek

’Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Jen@rl. Edisi Ketiga. Jember : Jember
University Press. HIm. 22

*peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum . fiakaKencana Prenada Media Group. Him.
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mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jamaj@ Penulisan skripsi ini
menggunakan pendekatan undang-undateggute approachglilakukan dengan
menelaah semua perundang-undang dan regulasi yaegnigkut paut dengan
isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatdang-undang ini akan
ditunjukan kesempatan bagi peneliti untuk mempela@dakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan umdadagg lainnya atau
antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar ai@maaregulasi dan
undang-undang.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakpandekatan
konseptual ¢onceptual approach) Pendekatan konseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bdykam di dalam ilmu
hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-idg yaelahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asaskagaim yang relevan
dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandpagdangan dan doktrin-
doktrin tersebut merupakan sandaran bagi pendditand membangun suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadap

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu sarank nnaiganalisis
atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam meralitian. Penelitian
hukum disini untuk memecahkan isu hukum dan sekslignemberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlakarber-sumber penelitian.
Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi balhanrhprimer dan bahan

hukum sekundet:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan merupakan bahannimwyang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahakum primer terdiri dari

“Ibid.hal 95
®Ibid. HIm. 95
®lbid. HIm. 141
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perundang-undangan, catatan-catatan resmi atalahrisdalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Ballesnm primer yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri:dari

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanitodal

2. Undang — Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telakdsi

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 311 &000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tBpedari semua
pubikasi tentang hukum yang bukan merupakan doktdnkaomen
resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-bukkstekamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atasuganm pengadilah.Bahan
hukum sekunder yang terutama adalah buku teks &alerku teks berisi
mengenai prinsip-prinsip dasar llmu Hukum dan pagda-pandangan klasik
para sarjana yang memiliki kualifikasi tingNamun buku-buku dan artikel-
artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempuny#&wuvansi dengan apa yang
hendak diteliti, dengan tujuan untuk mempelajaripiskok permasalahan yang

akan dibahas pada skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupardlahan hukum,
peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bal@am hukum apabila
dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat bdsuga-buku mengenai
liImu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudegn ataupun laporan-laporan
penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukunpasgang mempunyaai
relevansi dengan topik penelitidnBahan non hukum digunakan sebagai

penunjang untuk memberikan petunjuk maupun pemeléerhadap bahan hukum

Ibid. HIm. 141
8bid. HIm. 142
%Ibid. HIm. 143
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primer dan bahan hukum sekunder berupa data yangpdidari internet, kamus,
serta wawancara.
1.4.4. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisi$ dadang-Undang

yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapnfo&hya hasil analisis
tersebut diinpretasikan dengan menggunakan caf&ibeteduktif yaitu suatu
cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari peadam yang bersifat umum
menuju pembahasan yang bersifat lebih khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan lpi@ane hukum

sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal garidak
relevan tidak menetapkan isu hukum yang hendalcdigan.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahanukamh
yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan
permasalahan.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan Isaritan
bahan-bahan hukum yang yang telah dikumpulkan.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjameab
hukum.

5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnyastditakukan
berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam ge&im®

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudianradkan dalam
pembahasan guna menjawab permasalahan yang didpjkgga sampai pada
kesimpulan, dengan cara memberikan perskripsi ygayang seharusnya agar
dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dast@p&aukum. Hal ini sesuai
denagan karakter ilmu hukum yang bersifat perskdan terapan.

Obid. HIm. 171
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapahimbulkan banyak
persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hulkdetam makna yang
sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untukguen sedikit mengenai
pengertian-pengertian yang dapat timbul dari pengan istilah perrlindungan
hukum, yakni perrlindungan hukum bisa berarti peilingan yang diberikan
terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda ddak tcederai oleh aparat
penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungany y@éiberikan oleh hukum

terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaag kemudian
meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukumns@jdtarus memberikan
perrlindungan terhadap semua pihak sesuai dengtus stukumnya karena setiap
orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hul&etiap aparat penegak
hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan mgsfaya aturan hukum,
maka secara tidak langsung pula hukum akan menapep&rlindungan terhadap
setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam upatmdmasyarakat yang

diatur oleh hukum itu sendiri.
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan uhukbagi rakyat
indonesia dibedakan menjadi 2 tindakan , yaitu ybagsifat preventif dan represif.
Bersifat preventif artinya \pemel\rintah lebih bkag berhati — hati dalam pengambilan
dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentlakan pencegahan. Sedangkan
bersifat represif pemerintah harus bersikap leldgas dalam pengambilan dan

pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.

"phijlipus M.Hadjon. 1987Perlindungan Hukum Bagi Rakyat IndoneSiarabaya:Bina

IImu
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Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Sodnparlindungan
hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukaaraesadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang ba&ntumengusahakan
pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejalietgasesuai dengan hak-
hak asasi yang adaMakna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukunséndiri,
yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dendata lain hukum
memberikan perlindungan kepada manusia dalam medmdrarbagai macam
kepentingannya, dengan syarat manusia juga harlirsdonegi kepentingan orang
lain.Dengan demikian, suatu perlindungan dapattaiean sebagai perlindungan
hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai bétiku
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada wasega
b. Jaminan kepastian hukum.

c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarn

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkdimdasrgan dari
hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam nplenigan hukum. Dari
sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukuendapat beberapa
diantaranya yang cukup populer dan telah akrabetinga kalian, seperti
perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindundmukum terhadap
konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Ripubdonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pamagaya mencakup
segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antadusen dan konsumen

Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakpkamuatan hukum
juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlmghan hukum terhadap
tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tgksayang harus dipenuhi agar
sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimanar diatam peraturan

12Pengertian Perlindungan  hukum http://tesishukum/pengertian-perlindungan-hukum-
menurut-para-ahli/diakses pada tanggal 27 septe2tldes pada pukul 08.15 WIB.

Bpengertian Perlindungan hukum http://tesishukum/penyertian-perlindungan-hukum-
menurut-para-ahli/diakses pada tanggal 27 septe?tlddy pada pukul 08.15 WIB.
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perundang - undangan. Hukum dapat secara efekftifala@kan fungsinya untuk
melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakk@®ngan kata lain
perlindungan hukum dapat terwujud apabila prosesiegekan hukum
dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakah sala upaya untuk
menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiappkerihasyarakat maupun
aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata pammegakan hukum
merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-katenbhukum dalam
berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukumupakan syarat
terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setapng akan terlindungi
apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan bak ohasyarakat ataupun
aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukansumen akan terwujud,
apabila undang-undangperlindungan konsumen dilaksany hak cipta yang
dimiliki oleh seseorang jugaakan terlindungi apabitetentuan mengenai hak
cipta juga dilaksanakan. Begitupula dengan kehidugtiasekolah, keluarga dan
masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabimainorma berlaku di

lingkungan tersebut dilaksanakan.
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjondalam bukunyaPerlindungan Hukum Bagi
Rakyat Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal,
yakni:Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yddantuk perlindungan hukum
dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mekagaj keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah apendentuk yang
definitif;Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakbentuk perlindungan

hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian lsetad*

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil tperlindungan hukum

berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini mémiletentuan-ketentuan dan

“philipus M.Hadjon. 1987Perlindungan Hukum Bagi Rakyat IndoneSiarabaya:Bina

IImu
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ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perligdanhukum preventif ini,
subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukareratan dan
pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasilutlksgn akhir.
Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturarurmiEng-undangan yang
berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam nkalalsesuatu. Perlindungan
ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah spatianggaran atau sengketa
sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya ybigh menekankan kepada
pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebeldedam bertindak sehingga
mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Beldm @eraturan khusus yang
mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukunebersdi Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasiti tdari Philipus,
tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri nga berbeda dengan
perlindungan hukum preventif dalam hal penerapanRgda hukum represif ini,
subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk npekeya keberatan karena
ditangani langsung oleh peradilan administrasi pxmgadilan umum. Selain itu,
ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sardesiupa hukuman penjara,
denda dan hukum tambahan lainnya.Perlindungan hukwundiberikan untuk
menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketasyday terjadi dengan konsep
teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersurpbea pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diaraldegrada pembatasan-
pembatasan masyarakat dan pemerintah.

2.1. Pengertian Investasi
Banyak para ahli mendefinisikan investasi dalamebegha arti , yang
antara lain:Menurut Sunariyah“investasi adalah paman modal untuk satu atau
lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangkakiu lama dengan harapan
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akangdatBerdasarkan teori
ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produltar) modal barang yang tidak
dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang nak@datang (barang
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produksi)*® Menurut Haming dan Basamalah investasi ialah daagen pada
saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanahahymnobil, dan lain-lain) atau
juga aktiva keuangan mempunyai tujuan untuk mertdapapenghasilan yang
lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutiiyaakan juga investasi
ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha pesmaskmber-sumber (dana) yang
digunakan untuk mengadakan barang modal pada s&atasg, dan dengan
barang modal tersebut akan dihasilkan aliran prodau di masa yang akan
datang'® Menurut mulyadi Investasi ialah pengaitan sumbentser dalam jangka
panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa y&ag datand’ Menurut
Sadono Sukirno Investasi diartikan ialah sebagagekiaran atau pembelanjaan
penanam-penanam suatu modal atau perusahaan uetubei barang-barang
modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produkstiuku menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jugagasaypng tersedia dalam

perekonomian.

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilahgmaman modal atau
pembentukan modal merupakan komponen kedua yangennan tingkat
pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah iagestapat diartikan sebagai
pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanamah aena perusahaan untuk
membeli barang-barang modal dan perlengkapan-ggdgan untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasg tersedia dalam

perekonomian.

Pengertian investasi dan bentuk menurut
ahlihttp://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengetiiuestasi-dan-jenis-bentuk-
investasi.htndiakses pada tanggal 29 september 2015 pukul @8IB5

HS dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Investasi Di Imefia. Jakarta: Rajagrafindo Persada
®Investasi dan bentuk menurut para ahli
http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-
investasi.htmldiakses pada tanggal 29 september 2015 pukul Q9IB5

HS dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Investasi Di imeia. Jakarta: Rajagrafindo Persada
Yhttp://mww.gurupendidikan.com/10-pengertian-danidisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/

diakses pada tanggal 09 April 2016 pukul 08.00
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Secara sederhana, investasi diartikan sebagai Ipenge barang modal
dengan jumlah tertentu yang diarahkan untuk mengnkegiatan produksi atau
perluasan produksi dengan pembagian keuntungaraisdsungan kesepakatan
suatu organisasi.lni menjadikan investasi mempunyadtiplier effect yang luas
karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namuga jmenstimulasi sisi
komsumsi. Seiring perkembangan jaman, seperti aelaini.Banyak jenis
investasi yang bisa kita lakukan dengan modal yatak terlalu besar.Investasi
bisa dillakukan secara individu atau perorangargderberbagai macam tujuan
investasi yang ada disekitar kita.Pelaksanaan uheestasi dan komponen-
komponen yang mendukung investasi itu sendiri.ltagesitu sendiri dibagi
menjadi 2 bagian, yakni investasi jangka panjangideestasi jangka pendek.

Secara umum tujuan orang atau organisasi melakukastasi adalah
sebagai berikut;

1. Memperoleh pengasilan atau return di masg g&an datang baik dari sector
ril maupun sector financial. Untuk jangka pendekasbnya didapat ari

sector financial, Sedangkan untuk jangka panjamgsector riil

2. Mengurangi atau menekan inflasi. Selain untugmperoleh penghasilan,
kegiatan investasi ini dapat menekan inflasi, karelengan adanya kegiatan
investasi uang yang beredar akan dapat dimanfaatkamk kegiatan yang

produktif sehingga menekan kegiatan konsumtif.

3. Melindungi nilai terhadap kekayaan, sebab akekn yang tidak

diproduktifkan suatu saat akan berkurang nilaingshkntidak digunakan.

4. Mendorong adanya penghematan pajak. Ini kapajak pertanmbahan nilai
yang bisa kita bayar jika mengkonsumsi sesuatu akakurang. Tentu ini akan

membuat kita hemat membayar pajak
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2.2.1 Pengertian Investor

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang tidak blihilangkan dari
kehidupan baik sadar maupun tidak telah melakulegiakan investasi . “ dewasa
ini banyak negara — negara yang melakukan kelairelea yang bertujuan untuk
meningkatkan investasi baik domestic ataupun madalg . hal ini dilakukan
oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan enggrula kegiatan ekonomi
suatu negara , penyerapan tenaga kerja , penimgkataput yang dihasilkan ,
penghematan devisa atau bahkan penambahan dekisaan menyatakan bahwa
“ proyek investasi merupakan suatu rencana untukgmeestasikan sumber —
sumber daya , baik proyek raksasa ataupun proyek katuk memperoleh
manfaat pada masa yang kana datang . “ pada umumaytat ini dalam bentuk
uang . sedangkan modal , bisa saja berbentuk uaisg pberbentuk bukan uang ,
misal tanah , mesin , bangunan dan lain — lain. INaimaik sisi pengeluaran
investasi ataupun manfaat yang diperoleh , semuas hdikoversikan dalam

bentuk uang .

Pada hakekkatnya, investor melakukan investasi pgémanaman modal
untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan diilaiasa yang akan datang
, dengan artian bahwa investor mengorbankan potewsumsi saat ini untuk
mendaptkan peluang di masa akan datang .

Secara harfiah dapat diketahui bahwa investor nadsarpbahasa serapan .
kata investor berasal dari kata invest yang beraréngivestasikan atau
melakukan investasi dan mendapatkan imbuhan —ay yaerubah kata kerja (
verb ) menjadi kata benda ( nomina ) . jika diamilsecara utuh , maka investor
berarti pihak yang melakukan investasi . dalam ihaberarti investor adalah
pihak yang diharapkan memberikan keuntungan sw@aturenti atau akan menin
gkatnya nilai di masa kana dataifig.

'®4S dan Budi Sutrisno. 201Rlukum Investasi Di Indonesidakarta: Rajagrafindo Persada
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2.3 Industri di Bidang Telekomunikasi di Indonesia
2.3.1 Industri di Bidang Telekomunikasi di Indoresia

Sejak Pemerintah mengubah pola pengelolaan sedtomunikasi di
Indonesia dari monopoli menjadi kompetisi melalud INo.36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, industri telekomunikasi dneésia memperlihatkan
pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan inidjaggaelerasi oleh kemajuan
teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum orafdlekuensi sebagai
alternatif sarana telekomunikasi yang sebelumnyg/danengandalkan jaringan
kabel dan satelit’

Dibandingkan perkembangan teledowd wirelineyang selama beberapa
dasawarsa akhirnya stagnan di kisaran 9.4 juta wagalm telepon, maka hanya
dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun, teledassiielekomunikasi di
Indonesia melonjak signifikan mencapai lebih dd® Juta sambungan telepon,
didorong oleh sambungan telepon nirkabel tidak drailg dan terutama oleh
sambungan telepon seluler. Bisnis seluler sergliust bertumbuh dengan adanya
berbagai inovasi baru dan adaptasi terhadap pesnbalhntutan pasar dan
preferensi konsumen. Meskipun pertumbuhan layanarasdarShort Messaging
Service(*SMS”) mulai terlihat melambat beberapa tahurakéir ini, pada saat
yang sama juga terlihat pertumbuhan yang semakihpada layanan komunikasi
data dan akses internet seam@bile’°Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang
mendukung prospek pertumbuhan industri telekomgnikia Indonesia, antara

lain:

YIndustri  telekomkunikasi  di  indonesia http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-
telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f&8383 176038b4a6ltaksespada tanggal
01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

OIndustri  telekomkunikasi di  indonesia http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-
telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f&8383 176038b4at®ksespada tanggal

01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB
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1. Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasbdsar keempat di
dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, desteomi Indonesia
yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan Istedam tahun-
tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendogpermintaan akan
layanan telekomunikasi dan data.

2. Penetrasi internet yang relatif masih rendah diveyk&in negara-negara
lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyairasemakin terbuka
terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan tenataneningkat pesatnya
penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga s@makin
terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejarirggial, yang diharapkan
akan mendorong pertumbuhan layanan mobile intetami berharap
pertumbuhan layanamobile internetini akan terus berlanjut seiring
dengan meningkatnya popularitasnartphone, tabletdan perangkat
mobilelain yang memiliki aksemternet semakin cepatnya transmisi data
jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat catdadayanainternet
yang terjangkau.

3. Persaingan antar operator telekomunikasi yang senetouka dan ketat,
yang diharapkan akan berdampak pada peningkatditakupelayanan,
efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun mumg@ inovasi-inovasi
pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akendorong

semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indsdae

2.3.2 Dinamika Industri Telekomunikasi di Indonesia

Perkembangan yang pesat pada industri aelekikasi akhir-akhir ini
terutama didorong oleh pekembangan yang pesapdsair seluler. Dimana sejak
awal perkembangannya produk seluler berbeda detgapon tetap dengan
jaringan kabel yang dimonopoli oleh PT Telkom. Setae telepon seluler sejak
awal sudah tidak ada hambatan masuk pasar bagtopgang berminat dalam
bisnis ini, sehingga persaingan antar operatorndgb@sar ini cukup sengit.
Bahkan akhir-akhir ini sudah menjurus pada peraaggaaHal inilah yang

menyebabkan banyak para calon investor atau penamathal berlomba-lomba
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untuk menanamkan modal nya kedalam industri telekakasdi indonesia .
bukan hanya mengikuti gaya perkembangan telekorasnigukup strategis ,
namun juga dari keuntungan yang dihasilkan dargdgrasar yang selama ini
cukup menggiurkan bagi para investor . Namun paneestor juga akan
menghadapi resiko didalam berinvestasi , dimarerspkrsaingan didalam pasar
, juga resiko didalam berinvestasi itu sendiri ldba setiap kegiatan investasi ,
tentu saja terdapat resiko — resiko yang dihadaisiko — risiko tersebut dapat

berupa kerugian materill ataupun bersifat non rnilater

Industri telekomunikasi telah bertransfosmdari memproduksi jaringan kemudian
berubah menjadi solusi sistem sebuah jaringan dedakikasi kemudian hal itu lebih
difokuskan lagi ke bidang sistem komunikasi infosindan teknologi terpadu. Selama
dua tahun terakhir ini industri telekomunikasi Indeia terus mengalami perkembangan

hingga mampu memproduksi komputer notebook muraleinuokal.

Industri ini telah mampu melayani providéngga mendunia dan menjalankan
kegiatan telekomunikasi dalam bentuk yang luasingan pribadi dari industri
telekomunikasi dapat menghubungkan bisnis dengartokamapun dengan daerah

terpencil dengan menggunakan jaringan VPN dan Vi&sta.

Dengan memiliki jaringan tersendiri darndustri telekomunikasi dapat
memudahkan Anda untuk mengatur budget bandwithndamingkatkan security Anda
dan tidak perlu berbagi koneksi dengan lainnyaaljging itu informasi yang didapat
juga semakin mudah didapatkan dengan kecepatantiyaggi dan memudahkan Anda
dalam memindahkan data hingga tidak terbatas. Byasdayanan ini sangat cocok
dipergunakan oleh institusi keuangan dan yang me&rhkan koneksi internet secara

cepat dan tepat seketika.

Pertumbuhan yang sangat signifikan telagjadedalam perjalanan industri
telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan itu degshlbat dari satu dekade ini,
banyaknya bermunculan operator seluler baru dihtama tentunya membawa
angin segar bagi konsumen seluler di IndonesiaatRgs peningkatan jumlah
lembaga regulator telekomunikasi yang dibarenginmgikatan kuantitas regulasi

secara signifikan ini di satu sisi positif kareraflingsi mengawal perkembangan
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layanan telekomunikasi dengan beragam jenis bisms yang menyertainya. Di
sisi lain, keberadaan regulasi dinilai dapat mengyet perkembangan industri
telekomunikasi, karena regulasi seringkali tertadggari pesatnya kemajuan
teknologi itu sendiri. Sepintas lalu, anggapan ykogtra terhadap peningkatan
kuantitas lembaga regulator dan produk regulasebart ada benarnya.Terbukti
dengan diadopsinya pendekatan regulasi yang tatakriengatur teknologi tetapi
lebih menitikberatkan pada pengaturan layanan danisb yang lahir dari
perkembangan teknologi telekomunikasi dengan alkasena teknologi bersifat
netral.Namun bila dicermati, peningkatan lembagaledor dan produksi regulasi
di suatu negara merupakan suatu hal yang bergitaanpDalam arti, tergantung
pada tuntutan dan kondisi pasar telekomunikasedara tersebut. Negara dengan
pasar telekomunikasi yang masih berbentuk mondpoli;itervensi regulasi
masih sangat dibutuhkan sebagai proses transforpesar yang berbentuk
monopoli ke pasar yang lebih kompetitif.

Sejak Pemerintah mengubah pola pengelolaan sedgtomunikasi di
Indonesia dari monopoli menjadi kompetisi melalud UINo.36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, industri telekomunikasi dnesia memperlihatkan
pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan inidjagaelerasi oleh kemajuan
teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum oraflekuensi sebagai
alternatif sarana telekomunikasi yang sebelumnyg/danengandalkan jaringan
kabel dan satelit.

Penetrasi internet yang relatif masih rendah dilmhk@n negara-negara
lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masdyaraemakin terbuka terhadap
globalisasi gaya hidup digital, dan terutama mekahgoesatnya penggunaan
perangkat ponsel cerdas dengan harga yang seregkingkau maupun tingginya
aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akamendorong pertumbuhan
layanan mobile internet..

Persaingan antar operator telekomunikasi yang sentatbuka dan ketat,
yang diharapkan akan berdampak pada peningkatditakupelayanan, efisiensi
industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inavasvasi pada produk dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorongksermanbuhnya industri
telekomunikasi di Indonesi&:

Pesatnya peningkatan jumlah lembaga regulator delakikasi yang
sama dengan peningkatan kuantitas regulasi seagmdikan ini di satu sisi
positif karena berfungsi mengawal perkembangamiaydelekomunikasi dengan
beragam jenis bisnis baru yang menyertainya. Dilais, keberadaan regulasi
dinilai dapat menghambat perkembangan industrkoeheinikasi, karena regulasi
seringkali tertinggal dari pesatnya kemajuan tedgioitu sendiri. Sepintas lalu,
anggapan yang kontra terhadap peningkatan kuang@tabaga regulator dan
produk regulasi tersebut ada benarnya.Terbukti @alertdiadopsinya pendekatan
regulasi yang tidak lagi mengatur teknologi tetbghih menitikberatkan pada
pengaturan layanan dan bisnis yang lahir dari pebemgan teknologi
telekomunikasi dengan alasan karena teknologi faersietral. Namun bila
dicermati, peningkatan lembaga regulator dan predrdgulasi di suatu negara
merupakan suatu hal yang bersifat pilihan.Dalam tatgantung pada tuntutan
dan kondisi pasar telekomunikasi di negara tersebigigara dengan pasar
telekomunikasi yang masih berbentuk monopolistikenvensi regulasi masih
sangat dibutuhkan sebagai proses transformasi pasgrberbentuk monopoli ke

pasar yang lebih kompetitif.

Namun semakin meningkatnya pelanggan telepon seaiiale waktu ke
waktu, satu hal yang tidak bias begitu saja dikgsagkan dalam perkembangan
telekomunikasi ini adalah dengan adanya Undang-kgésomor 36 Tahun 1999
TentangTelekomunikasi.

Indonesia mengatur bidang telekomunikasi ini dasamatu peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 19@QiRsi ini merupakan
regulasi utama yang mengatur telekomunikasi setskbelumnya Undang-

Undang nomor 3 tahun 1989 mengatur telekomunilexrsiebut secara khusus.

21http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-teIekcm'kasi-peranan-dan-tren-masa—
depan_54f94646a3331176038b4ati8ksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.@0 WI
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Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa telglkasi perlu diatur
dalam suatu regulasi khusus yang terpisah darilasgwyang lain, adalah:
Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang yasgguasai hajat hidup
orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakakaara khusus agar sesuai
dengan Prinsip Ekonomi indonesia yang terdapatd&lasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, telekomunikeanpunyai arti penting
karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahank metcapai pembangunan
nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan mekmog merata materiil
dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1%gY terakhir,
penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai srétegis dalam upaya
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mengagrlakegiatan
pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pensrgiambangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bargsgkembangan industri
telekomunikasi khususnya komunikasi bergerak, mublaitumbuh signifikan
sejak teknologi GSM masuk di Indonesia (1994) manggan teknologi AMPS
dengan segala keunggulannnya mulai cakupannyalitaslsoaming serta ukuran
dan harga ponsel yang menjadi lebih terjangkaulkoes. Sejarah operator GSM
dimulai dari Satelindo (1994), Telkomsel (1995) &dn(1996) kala itu.

Pada masa awal saat adaptasi teknologi baru (GSMijkuti
pertumbuhan yang signifikan (masa keemasan) temtoank hadirnya operator
baru lainnya seperti IM3 yang dimiliki Indosat (salu core business-nya di
bidang SLI: Sambungan Langsung Internasional beriayanan satelit) dan
memiliki saham di Telkomsel. Setelah menjual sdlusahamnya di Telkomsel,
Indosat mengakusisi Satelindo dan melakukan medgagan IM3 menjadi
operator GSM Indosat. Sekitar 2005 hadir operataru bdengan teknologi
alternatif lainnya (CDMA) seperti Mobile 8, Esialeki (Telkom), Star One

(Indosat), Ceria (Sampoerna Telekom, di sekitar &ara), kemudian dilanjutkan

“Analisisperkembangan telekomunikasi
indonesiattp://www.scribd.com/doc/189795997/Analisis-Indu3telekomunikasi-Di-
Indonesia#scribdiakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 091B0 W
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hadirnya Lippo Telekom (mulai dari Jawa Timur yakgmudian melebur jadi
Natrindo Selular dan diakusisi oleh Maxis Malaysian Saudi Telekom,
kemudian menjadi Axis dan pada 2013 diakusisi Xlia#a), Charoen Phokpand

membeli lisensi 3G yang kemudian bermitra dengatin¢hinson (Three).
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3.1 Pengaturan Telekomunikasi di Indonesia

Perkembangan industri telekomunikasi saat ini badang pesat, hal itu
dapat dibuktikan dengan bermunculannya berbsgyaice provideyang semakin
bergam dan membuat konsumen dapat memilih yangikermtuk digunakan
sebagai operator telepon. Di Indonesia, perkembamgaustri telekomunikasi
sendiri telah berjalan selama 30 tahun dan yangadetugas pokok dari industri
telekomunikasi sebagai penyedia jaringan teleponseluruh Indonesia dan
berperan besar dalam perkembangan teknologi himggaseperti sekarang iffi.

Industri telekomunikasi telah bertransformasi daemproduksi jaringan
kemudian berubah menjadi solusi sistem sebuah ggmintelekomunikasi
kemudian hal itu lebih difokuskan lagi ke bidangtem komunikasi informasi
dan teknologi terpadu.

Industri Telekomunikasi telah mampu melayarovider hingga mendunia
dan menjalankan kegiatan telekomunikasi dalam Begang luas. Ditambah
dengan adany#irtual Private Nework( VPN ) yaitu jaringan kompuer yang
menggunakan infrastrukur telekomunikasi umum sepenternet unuk
memberikan penggun@motekantor atau individu dengan akses yang aman ke
jaringan organisasai mereka . Jaringan pribadi iddustri telekomunikasi dapat
menghubungkan bisnis dengan kantor manapun deragaaldterpencil. Dengan
memiliki jaringan tersendiri dari industri telekomiasi dapat memudahkan
konsumen untuk mengatur dan meningkatkanourity ( keamanan ) konsumen
dan tidak perlu berbagi koneksi dengan lainnyaaljsing itu informasi yang
didapat juga semakin mudah didapatkan dengan kiecepang tinggi dan
memudahkan konsumen dalam memindahkan data himgdatérbatas. Layanan

yang diberikan oleh telekomunikasi sendiri sangato& dipergunakan oleh

23 http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekonkasi-peranan-dan-tren-masa-

depan_54f94646a3331176038b4afiksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09180 W
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institusi keuangan dan yang membutuhkan koneksinet secara cepat dan tepat
seketika?*

Pertumbuhan yang sangat signifikan telah terjaldirdgerjalanan industri
telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan terselayiat terlihat dari satu
dekade ini, banyaknya bermunculan operator sehden di tanah air tentunya
membawa angin segar bagi konsumen seluler di e

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa melekkasi perlu
diatur dalam suatu regulasi khusus yang terpisahregulasi yang lain, adalah:
Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang ya@mgguasai hajat hidup
orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakekaara khusus agar sesuai
dengan Prinsip Ekonomi indonesia yang terdapatd&asal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, telekomunikesnpunyai arti penting
karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahanla metucapai pembangunan
nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan mekmuog merata materiil
dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1948ng terakhir,
penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai srétegis dalam upaya
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mengagrlakegiatan
pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan penaragiambangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Kerangka hukum industri telekomunikasi terdiri atasdang undang
khusus, peraturan pemerintah dan keputusan memtgriydiumumkan dan
diterbitkan dari waktu ke waktu. Selain itu adapturan lain yang menjadi dasar
hokum atas penyelenggaraan dari Telekomunikasig gatara lain adalah :

“http:/ww.kompasiana.com/ferryap/industri-telekarikasi-peranan-dan-tren-masa-
depan_54f94646a3331176038bh4afksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.@0 WI

Bhttps://ppid.kominfo.go.id/regulasi/undang-undarigabg-komunikasi-dan-informatika/ diaksespada
tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB
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. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekdwasn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norhb4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8@it)3

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentamyeRmggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik InslansBlomor
3980);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentanggdgeeaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembadagara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaxagara
Republik Indonesia Nomor 3981);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang &eokan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana teladrdgebkali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tah¥ Zentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomorédai 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangd(é@nm, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organidagas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah d&@iedali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 315 T&Qi¥ tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nombal24n 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negaraa S8tisunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kement&tegara;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahunl2@htang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimaia lheberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikis Informatika
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Ategutkisan
Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan ringan
Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kaladidérakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nombortahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kikasi dan
Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan aTderja
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Non2dr Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konteda@ugan Bergerak
Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dehalilitas Terbatas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No@¥®) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kuakasi dan
Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahartighe Atas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Non2dr Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konteda@agan Bergerak
Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel deiyzlilitas Terbatas;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nom@& Tahun 2014
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomusiils@bagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi danrimédika Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mefenunikasi dan
Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifik@sit dan Perangkat
Telekomunikasi;

Kebijakan telekomunikasi yang berlaku saat ini g@ed kali di

formulasikan dan dijabarkan dalam “Cetak Biru Kekgn Pemerintah Indonesia

Mengenai Telekomunikasi”’, yang terkandung di dal&weputusan Menteri
Perhubungan (Menhub) No. KM . 72 tahun 1999 tan@§aluli 1999.Tujuan

kebijakan tersebut adalah untuk:

1.
2.

3
4.

meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di evbglisasi;
melakukan liberalisasi sektor telekomunikasi dengsmuktur yang
kompetitif dengan cara meniadakanmonopoli;

. meningkatkan transparansi dan kepastian kerangklaseg

menciptakan peluang bagi operator telekomunikaginak untuk

membentuk aliansi strategis dengan paramitra asing;

menciptakan peluang bisnis untuk badan usaha €@lalan menengah;
dan

memfasilitasi  terciptanya lapangan Kkerja baru.r@gul sektor

telekomunikasi yang berlaku pada saatini berlarmlagbada Undang-
undang TelekomunikasiNo. 36/1999, yang ber lakut#feejak tanggal8
September 2000.

3.1.1 Pengaturan undang — undang

Undang-undang Telekomunikasi menetapkanomped bagi reformasi

industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi isgliy kemudahan masuknya
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pemain baru, serta peningkatan transparansi dasaipgarf’ Undang-undang
Telekomunikasi hanya mengatur hal-hal yang bersifatim. Peraturan pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan, Kegaih Menteri, serta Keputusan Dirjen
Postel.Undang-undang Telekomunikasi meniadakan epindadan penyelenggara”
sehingga mengakhiri status TELKOM dan Indosat sgbbhgdan penyelenggara yang
bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layardekamunikasi domestik dan
internasional. Untuk meningkatkan persaingan, Ugdardang Telekomunikasi
melarang praktik monopoli dan persaingan tidak wajatar operator telekomunikasi.
Pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakandanaweasgsektor telekomunikasi.
Untuk memastikan transparansi dalam proses pembuagalasi sesuai Undang-undang
Telekomunikasi. Sebuah badan regulasi independadam Regulasi Telekomunikasi
Independen (BRTI) didirikan pada bulan Juli 2003naumengatur,memantau dan
mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdirirdpara pejabat dari Ditjen Postel dan
Komite Regulasi Telekomunikasi serta diketuai ol@ljen Postel.Keputusan Menhub
No. 67/2003 mengatur hubungan antara Menhub ( yaedganggung jawab atas
pengaturan telekomunikasi sebelum dialihkan kepaelakom info pada bulan Februari
2005), dan BRTI. Sebagai bagian dari fungsipenga®iRT|I berwenang untuk
melaksanakan pemilihanatau evaluasi untuk pembdisansi jaringan dan layanan
telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkom irfan mengusulkan kepada
Menkom info mengenai standar kinerja operasi jaimglan layanan telekomunikasi,
standar kualitas layanan, biaya interkoneksi dandstrdisasi perangkat. Sebagai bagian
dari fungsi pemantauan, BRTI berwenang memantawderuskan melaporkan kepada
Menkom info mengenai pelaksanaan standar kinerjaragp jaringan dan layanan
telekomunikasi, persaingan antar operator jarirggmlayanan, dan kepatuhan terhadap
penggunaan perangkat telekomunikasi sesuai denigawlas yang berlaku. Sebagai
bagian dari fungsi pemantauan, BRTI diberi wewenamgk memantau dan diharuskan
untuk melaporkan kepada Menkominfo mengenai banpgyelesaian sengketa antar
operator jaringan dan layanan,dan pengendalian goeagn  perangkat
telekomunikasidan pelaksanaan standar kualitasdayaKeputusan BRTI dituangkan

dalam bentuk keputusan Dirjen Postel.

*®http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekanikasi-peranan-dan-tren-masa-
depan_54f94646a3331176038b4adkksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.@ WI
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Undang-undang Telekomunikasi menggolongkan pentadi@munikasi ke dalam tiga
kategori:

(i) penyedia jaringan telekomunikasi;

(i) penyedia layanan telekomunikasi; dan

(i) penyedia telekomunikasi khusus.

Lisensi diperlukan untuk setiap kategori layanatekemunikasi. Penyedia
jaringan telekomunikasi diberikan lisensi untuk wyestiakan danmengoperasika n
jaringan telekomunikasi.

Penyedia layanan telekomunikasi diberikan lisemsuki menyediakan layanan dengan
menyewa kapasitas jaringan dari penyedia jaringam Lisensi telekomunikasi khusus
diperlukan untuk penyedia layanan telekomunikasvapruntuk tujuan yang terkait
dengan penyiaran dan kepentingan keamanan nagiepatusan Menkominfo No.
01/PER /M.KOMIN FO/01/2010 tanggal 25 Januari 2Q&@tang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi dan KeputusanMenhub No..KI#2001 tanggal 31 Mei 2001
mengenai Operasi Layanan Telekomunikasi (yang diubardasarkan Keputusan
Menhub No. KM . 30/2004 tanggal 11 Maret 2004, Rgeam Menkominfo No.
07/PIM.KOMIN FO/04/2008 tanggal 4 April 2008 danrderan Menkominfo No.
31/PER /M.KOMIN FO/09/2008 tanggal 9 September 200@laksanakan ketentuan
Undang-undang Telekomunikasi mengenai kategori la&as jaringan telekomunikasi
danlayanan operasi.

Sejak tahun 1961, industri telekomunikasi di Indoadelah mengalami
kemajuan berarti dengan dimilikinya industri inccae tunggal oleh perusahaan
negara. Sebagaimana dalam suatu proses pengembekayeomi, perluasan dan
modernisasi dalam bidang infrastruktur telekomusiikaemainkan peranan yang
sangat penting bagi perkembangan perekonomian désiBbnsecara umum.
Terlebih lagi, Indonesia sebagai suatu negara agepgaduduk cukup besar dan
pertumbuhan ekonomi yang terbilang cepat menimipuflegmintaan yang cukup
signifikan dalam hal kebutuhan untuk bertelekomasik Pemerintah Indonesia
memiliki kewenangan yang cukup besar, dan memilikgsi sebagai pengawas
jalannya sektor telekomunikasi di Indonesia dim&mngas ini dijalankan oleh
seorang menteri yang mengurusi sektor telekomunildsnteri ini sekarang
biasa kita kenal dengan Menteri Komunikasi dan rinfsi
(MenKominfo).Berdasarkan Paket Peraturan PresideryaRg ditandatangani
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pada tanggal 31 Januari 2005, ditien Postel kinadee di bawah kewenangan
MenKominfo setelah sebelumnya berada di bawah kamgan Departemen
Perhubungan.

Perubahan dalam bidang telekomunikasi Indonesig gi@aandai dengan lahirnya
UU No. 36 tahun 1999 ini biasanya mencakup perubaatang: Jenis struktur
regulasi (dan prosesnya) yang berkaitan dengan aparan tujuan sektor
telekomunikasi, besarnya kepemilikan yang berkendamgan operator yang
sudah ada, adanya kompetisi di pasar domestik, afaran khusus dimana
perusahaan tadi beroperasi.

Selain beberapa pengaturan terhadap telekomurkitaguga tidak dapat
mengesampingkan peran WTO (World Trade Organizptigia kita berbicara
mengenai telekomunikasi itu sendiriWTO memiliki kkatan untuk
mempengaruhi kebijakan reformasi telekomunikasi iomat karena pada
kenyataannya telekomunikasi nasional telah menfadjian dari perdagangan
global yang diadministrasikan WTO.UU No0.36 tahun 999 tentang
telekomunikasi Indonesia juga lahir dari latar kelmy penandatanganan
perjanjian pada tahun 1997, yaitu World Trade Oxgdion Agreement on Basic
Telecomunications.Perjanjian ini bermaksud untukibeealisasikan pasar jasa
telekomunikasi dasar.Sebagai akibatnya maka sejallarduari 1998 dasar
hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunialienudari bilateral menjadi
multilateral. Pasar telekomunikasi yang semulautept berubah menjadi
terbuka.Dengan penandatangan yang telah dilakukah thdonesia maka
Indonesia harus melaksanakan komitmennya terhadaganpantersebut.

Telekomunikasi dalam undang-undang ifkuasai oleh negara dan
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinadekamunikasi oleh
pemerintah ini dilakukan dengan cara penetapanjdi@mn, pengaturan dan
pengendalian.perlu diperhatikan juga bahwa padaladea yang berkembang
menurut undang-undang ini maka pembinaan telekdmasnioleh Pemerintah
dapat pula dilimpahkan kepada suatu badan regifesitivitas pembinaan dalam
hal ini melibatkan pemerintah dengan penyelengtglekomunikasi juga peran

serta masyarakat.Peran serta masyarakat dalam nhatapat dilihat dari
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sumbangan pemikiran terhadap penetapan kebijakaengaguran, dan
pengendalian dalam pengembangan sektor telekonsinika

3.1.2 Peran UU No 36 Tahun 1999 Terhadap IndustrTelekomunikasi
Dari pengaturan undang — undang telekomunikasitddipatahui bahwa

dengan adanya pengaturan secara khusus terhadaipg bielekomunikasi ini
diharapkan dapat mempertinggi tingkat kesejahtenaasyarakat Indonesia.Salah
satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraaadiilah lewat telekomunikasi
yang dapat secara cepat dilakukan. Urgensi dalamiadbisnis, mutlak
telekomunikasi diperlukan dalam proses pengamisiggoutusan begitupun dalam
dunia pemerintahan.
Syarat sosiologis sebagi syarat terakhir juga tdlpenuhi oleh UU No. 36/1999
ini.Hal ini  dapat kita lihat dari perkembangamgasangat pesat dalam dunia
telekomunikasi di Indonesia sehingga memerlukarggeman yang lebih sesuai
dengan perkembangan zaman, dimana masyarakat menarantikan lahirnya
uu Telekomunikasi yang baru.

Faktor yang kedua adalah penegak hukumrglapdUU No. 36/1999 dapat
kita temukan dalam Pasal 44 mengenai siapa sadieri kewenangan untuk
melakukan suatu proses penyidikan. Mereka adalakigik Polri dan Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas tlmggung jawabnya di
bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sabpgnyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidanaukumhelakukan
penyidikan tindak pidana di bidang telekomunik&gcara singkat Polri maupun
penyidik PNS sudah efektif bekerja dalam track-mg mana dapat dilihat
dengan jarangnya terjadi pelanggaran di bidandgdelenikasi sejak UU No.
36/1999 [ahir.
Ketiga, faktor fasilitas juga memegang peranan ipgntdalam melihat
keefektivitasan suatu UU. Fasilitas juga telah kenhkdiwujudkan oleh
Pemerintah, dimana langkah pertama yang dilakukiam &residen Susilo
Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari di bid&tekomunikasi dengan

diumumkannya secara resmi pengalihan Direktorat delah Pos dan
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Telekomunikasi dari Departemen Perhubungan menjadiawah kewenangan
Menteri Komunikasi dan Informasi. Sebelumnya Korkasi dan Informasi
belumlah dikatakan setingkatdepartemen.
Kesadaran hukum terkait kepada sikap masyarakatmndatemandang UU No.
36/1999 ini. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnmeereka dalam tetap
bertelekomunikasi dengan mematuhi aturan yang tdistapkan dengan UU
tersebut, dan pelanggaran terhadap aturan tergahgtsangat jarang kita temui
dalam perkembangan dunia telekomunikasi di Indandai berarti masyarakat
tahu dimana dan kapan mereka harus menjunjung itinggkum.

Budaya hukum Indonesia walau masih jdah harapan namun terkait
dengan UU Telekomunikasi ini masih dapat dijadikeunatu acuan bahwa
telekomunikasi semakin berkembang pesat denganyadamdang-undang ini.
Disini kita baru bisa membicarakan budaya hukunmb#égdanyak sekali terjadi
pelanggaran di bidang telekomunikasi, dan kenyatgahal itu minim sekali kita
temui.

Kompetisi pasar telekomunikasi di Indonesia. Meskipbelum bisa
merubah posisi dominan PT telkom untuk penyelersggajasa telepon tetap,
baik untuk domestik maupun SLJJ sampai sekarangnyed persaingan antara
operator dalam dunia telekomunikasi seluler di imetia merupakan efek dari
diterapkannya UU No. 36/1999. Melalui regulasi mengakibatkan terjadinya
beberapa manfaat baik itu bagi masyarakat maupgn ibdustri seluler itu
sendiri.Sejak awal perkembangannya produk sel@dydala dengan telepon tetap
jaringan kabel yang dimonopoli oleh PT. Telkom.

Perkembangan industri telekomunikasi saat ini bedang pesat, hal itu
dapat dibuktikan dengan bermunculannya berbageaicegprovider yang semakin
bergam dan membuat kita dapat memilih yang terbatik digunakan sebagai
operator telepon And&’Di Indonesia, perkembangan industri telekomunikasi

sendiri telah berjalan selama 30 tahun an dan yaegjadi tudas pokok dari

“http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekanikasi-peranan-dan-tren-masa-
depan_54f94646a3331176038b4adkksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.@ WI
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industri jenis ini adalah sebagai penyedia jaringgdapon di seluruh Indonesia

dan berperan besar dalam bisnis ini hingga majersegekarang ini. Terdapat

beberapa faktor atau kondisi yang mendukung progmekumbuhan industri

telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

1. Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasbdsar keempat di

dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, dartemi Indonesia
yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan Istitam tahun-
tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendgpermintaan akan

layanan telekomunikasi dan data.

. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dilmgkén negara-negara

lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarasemakin terbuka
terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan tenataneningkat pesatnya
penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga s@makin
terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejarirggial, yang diharapkan
akan mendorong pertumbuhan layanan mobile intetami berharap
pertumbuhan layanamobile internetini akan terus berlanjut seiring
dengan meningkatnya popularitasnartphone, tabletdan perangkat
mobilelain yang memiliki aksemternet semakin cepatnya transmisi data
jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat catdagayanainternet

yang terjangkau.

. Persaingan antar operator telekomunikasi yang sentatbuka dan ketat,

yang diharapkan akan berdampak pada peningkatditakupelayanan,
efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun mumg@ inovasi-inovasi
pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akendorong
semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Inds»ae

3.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Undang — Undang No&3Tahun 1999

Salah satu unsur penting dalam kehiduparbangsa dan bernegara adalah

telekomunikasi. Telekomunikasi berpengaruh dalamingkatan berbagai aspek, mulai

dari

aspek perekonomian, pendidikan serta hubungatar bangsa. Sehingga
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telekomunikasi perlu ditingkatkan baik dari segisedibilitas, densitas, mutu dan

layanannya  sehingga  dapat menjangkau  seluruh  tapisanasyarakat.

Berdasarkan pentingnya telekomunikasi, miaicgperaturan mengenai hal ini. Di
Indonesia, telekomunikasi di atur dalam Undang-Wigddo. 36 Tahun 1999 yang berisi
ketentuan umum, asas dan tujuan telekomunikasi, bipexan, penyelenggaraan,
penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan piddmentuan peralihan dan ketentuan
penutup. Kelebihan dari Undang-undang ini sangamipa@tu dalam memberikan
batasan-batasan bagi pihak penyelenggara, pengguagpemerinntah dalam melakukan
aktivitas yang berhubungan dengan telekomunikaii pengaturan undang — undang
telekomunikasi dapat diketahui bahwa dengan adpeygaturan secara khusus
terhadap bidang telekomunikasi ini diharapkan dapempertinggi tingkat
kesejahteraan masyarakat Indonesia.Salah satur fglity dapat mewujudkan
kesejahteraan itu adalah lewat telekomunikasi yapat secara cepat dilakukan.
Urgensi dalam dunia bisnis, mutlak telekomunikagiedukan dalam proses

pengambilan keputusan begitupun dalam dunia petaban.

Namun ada kekurangan dari Undang — Undang ini yigek sedikit dan
mungkin dapat mempengaruhi tentang pelaksanaaf el@komunikasi itu sediri , antara

lain :

1) Peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupasyarakat kurang diimbangi
dengan perangkat hukum yang kuat yang dapat melgidmasyarakat sebagai
pelanggan. Misalnya seperti kasus yang baru teg&tir-akhir ini adalah pencurian

pulsa yang dilakukan oleh pihak penyelenggarakoeteinikasi terhadappelanggan.

2) Pasal mengenai pihak-pihak yang dapat melakpkagidikan tentang telekomunikasi
pun kurang lengkap. Di pasal tersebut, tidak diderubahwa lembaga pemerintah lain
seperti KPK dapat melakukan penyidikan serta tidigkkbutkan yang diberi wewenang
khusus oleh siapa kah yang dapat bertindak sebagayidik dalam bidang
telekomunikasi.

Selain itu terdapat pula beberapa hal yang muangkenjadi suatu
kekurangan sendiri bagi Undang — Undang No0.36 tah@89 ini dalam
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menjalankan perannya , yaitundang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, misalnya, menegaskan bahwa “...padardya informasi yang dimiliki
seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindsetgngga penyadapan harus dilarang”
(penjelasan Pasal 40). Di luar UU Telekomunikasibdvapa peraturan perundang-
undangan yang juga mengatur tentang tindak pengadaptara lain UU No. 30 Tahun
2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2008 tentangrinfsi dan Transaksi Elektronik,
dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Paggk#ét di bawah undang-undang,
terdapat Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2008tau pada lembaga
penegak hukum tertentu seperti KPK memiliki staddaperating procedure tentang

teknis penyadapan.

Ragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatuyadapan
sayangnya mengandung kelemahan. Satu aturan laexgant atau tidak sejalan
dengan aturan yang lain. UU Telekomunikasi yangemlibk sebelum lahirnya
KPK, misalnya, belum mengakomodir keberadaan lemb@gpinan Tumpak
Hatorangan Panggabean ini. Atau prosedur penyadggoag diatur dalam UU
Narkotika berbeda dengan prosedur yang selamagundkan KPK. Akibatnya,

tindakan penyadapan oleh penegak hukum berjalaiadigo

Didalam bab vii Undang — Undang No.36 tahun 1986tentuan pidana)
sama sekali tidak ada ketentuan tentang pertangawapan terhadap korporasi
padahal :“Penyelenggara Telekomunikasi” dapat l@ekqgperasi,BUMN, badan
usaha swasta dan instansi pemerintah. Hal yancp kigsrik akan adanya
kelemahan dari Undang — Undang No0.36 tahun 1999addlah Adanya
keterbatasan undang-undang yang dibuat sehingge ledektif sebagian karena
kurang kuatnya hukum terhadap instansi pemeridéahlembaga lainnya yang
terkait. Juga Ragamnya peraturan perundangan dinésia dimana undang-
undang yang satu dengan saling bertentangan dak #dling mendukung.
Menghadapi kondisi demikian seharusnya ada kelaradan inovasi dari
penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yatey dengan melakukan
kontruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmmkum, yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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3.1.4 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRI

BRTI, dibentuk pada tahun 2003, sebagai instankikpana Undang-
undang Telekomunikasi. BRTIberwenang mengatur, mémia dan
mengendalikanoperasi sektor telekomunikasi. BRitiedari parapejabat Ditjen
Postel dan Komite Regulasi TelekomunikdsPembentukan badan regulator
independen tersebutdimaksudkan untuk mengurangianpeiPemerintah
dalamindustri telekomunikasi yakni yang semula gab@ihakyang membiayai,
mengoperasikan, mengatur dan memberilisensi menpadhk utama yang
memberi lisensi danmengatur industri.Sistem Kliriligafik Telekomunikasi
("SKTT”) yangdibentuk pada tahun 2003, membantu BRE&lammenjalankan
fungsinya dan bertanggung jawab atasseluruh heditanterkoneksi.Diharapkan
melalui SKTT,BRTI akan mendapatkan data mengenzhlgrafikin terkoneksi
antar operator untuk memastikan terwujudnya traassa dalam pengenaan
biaya interkoneksi.Pada tahun 2009, Menkominfo rekragkan Keputusan No.
14/PER /M.KOMIN FO/02/2009 tanggal 25 Februari2@8&ait Kliring Trafik
Telekomunikasi yang mengatur pemindahan operasi8HalIT kepada pihak
operator.Pemerintah akan bertindak sebagai pengadas operatorakan
bertanggung jawab terhadap sistem dan operasiéal. Hertindak sebagai alat
yang digunakan Pemerintahuntuk memelihara mekanisiheek and balance
untukmemverifikasi data kliring trafik operator. t@aersebutdigunakan sebagai
referensi oleh Pemerintah dalammengatur indusakoenunikasi.

3.2 Hambatan investasi dalam Industri Telekomunikai di Indonesia
Telekomunikasi merupakan salah saturastfuktur penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka ukergl peningkatan

berbagai aspek, mulai dari aspek perekonomian,igi&ad, dan hubungan antar

bangsa, yang perlu ditingkatkan melalui keterseuliga baik dari segi

28httlo://www.komloasiana.com/ferryap/industri-teIekcm'h:t.’asi-peranan-dan-tren-masa—
depan_54f94646a3331176038b4dftksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.@0 WI
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aksesibilitas, densitas, mutu dan layanannya sghidgpat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.Karena itulah industry telekakasnh Salah satu andalan bagi
para penanam modal dalam menjalankan bisnis irsiesdalah didalam industri
telekomunikasi. Industri telekomunikasi sangat berkang saat ini.
Perkembangan yang pesat pada industri telekomurakag-akhir ini terutama
didorong oleh pekembangan yang pesat dari pasaleseDimana sejak awal
perkembangannya produk seluler berbeda dengarotekgpap dengan jaringan
kabel yang dimonopoli oleh PT Telkom. Sementarap@h seluler sejak awal
sudah tidak ada hambatan masuk pasar bagi opgeatgrberminat dalam bisnis
ini, sehingga persaingan antar operator dalam pasaukup sengit. Bahkan
akhir-akhir ini sudah menjurus pada perang hardariah yang menyebabkan
banyak para calon investor atau penanam modal rbddomba untuk
menanamkan modal nya kedalam industri telekomudikaglonesia . bukan
hanya mengikuti gaya perkembangan telekomunikasigstrategis , namun juga
dari keuntungan yang dihasilkan dari harga pasargyselama ini cukup
menggiurkan bagi para investor .

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investesagai sektor
yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomistusnegara. Hal ini
mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besavastasi maka kita dapat
memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pdicanegara yang
bersangkutan?®
Kesulitan Indonesia dalam proses recovery ekonomiagalah permasalahan
yang tidak terselesaikan dalam proses investagjafdelain yang mengalami
krisis yang sama dengan Indonesia seperti, Thaikkoka Selatan, dan Malaysia
telah memasuki proses pertumbuhan ekonomi, tidaknikign dengan
Indonesia.arti pentingnya memahami Hambatan dalasmisb yaitu untuk

29 http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengerimuestasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html
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menghindari atau mengantisipasi serta meminimatisjadinya kerugian dalam
investasi.

Dalam industri Telekomunikasi sendiri , para investuga akan
menghadapi berbagai macam Hambatan yang mungkin akancul seiring
dengan perkembangan industri telekomunikasi sepdia dari perekEmbangan
dari negara Indonesia sendiri .Hambatan ini tidapatl dihindari oleh para
investor , berikut adalah beberapa hambatan yahgddpi oleh para investor
pada industri telekomunikasi di indonesia :

Pertama adalah kualitas infrastrukiamg kurang memadai .Indeks daya
saing global menurut Word Economic Forum (WEF) aalaporannya yang
dirilis pada tanggal 30 Agustus 2015 , telah mersgkgn persoalan
ketidakefisienan birokrasi, wabah korupsi dan bogakinfrastruktur sebagai tiga
masalah utama yang membuat daya saing Indonegiau&r Dalam laporan daya
saing global tersebut, peringkat daya saing Indanesun empat peringkat dari
tahun lalu dari posisi 46 ke urutan 50 tahun ini.

Tahun lalu, tiga masalah tersebut juga menjadiofakitama buruknya daya

Indonesia. Artinya sejak tahun lalu, Indonesia trelmelakukan perubahan yang
berarti terhadap tiga hal tersebut. Ketiga haletaus merupakan masalah utama
yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha atas.bisni

Inefisiensi birokrasi telah memberatkan kegiatamhas dan membuat
belanja negara menjadi tidak efektif atau boroan&wara korupsi juga telah
menggerogoti kualitas pembangunan karena kualit|agang buruk. Kualitas
infrastruktur juga dikenal buruk dan minim sehiagmenyebabkan kegiatan
bisnis menjadi lebih mahal.Pembangunan sektor strfrktur merupakan sektor
prioritas yang harus memperoleh perhatian dalargkeamengatasi kemiskinan.
Bagi para investor atau pelaku pasar termasuk a@itek pembangunan, core
value daya saing suatu negara dalam menarik irsiefit&kur dari daya tarik dan
kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasarairss, maupun infrastruktur
teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suaegara berdampak terhadap
kehidupan suatu masyarakat.
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Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastmukimemberikan

dampak positif terhadap percepatan pertumbuhamnfoghya strategi investasi
infrastruktur dapat memacu pertumbuhan sosial ekondan mengentaskan
kemiskinan.
Ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait depgangembangan infrastruktur
yakni perlunya memperbaiki kapasitas kelembagaantata kelola pemerintah.
Perbaikan kapasitas pemerintahan dan iklim investasgat penting untuk
memulihkan kepercayaan masyarakat dan investomdalaningkatkan investasi
infrastruktur guna mendukung kualitas pertumbul@memi Indonesia.

Kedua panjangnya perijinan bagi investdalam menanamkan
modalnya.Panjangnya waktu yang dibutuhkan untukgwmers perizinan investasi
seperti membenarkan lelucon di tengah-tengah malsyiasaat harus berhadapan
dengan birokrasi: Kalau bisa diperlama, kenapashdipersingkat. Anekdot yang
beredar di masyarakat luas tersebut bukan sekadablsi, melainkan memang
menjadi kenyataan. Hal itu dapat terlihat dari dakeberapa negara tetangga
dalam mengurus perizinan, seperti Singapura yamyah2,5 hari, Malaysia 5,5
hari, dan Thailand 27,5hari. Kita menyadari izang berbelit itu pasti membuat
kesal investor. Jangankan investor yang ingin ma&m&an modalnya, masyarakat
biasa pun seperti alergi menghadapi birokrasi yegbelit dan akhirnya
menimbulkan biaya tinggi.

Kondisi ini membuat pasar dalam negeri ikdag cukup besar dibandingkan
negara-negara tetangga pun menjadi seakan tidaktibepa-apa. Para investor
multinasional lebih memilih menanamkan modalnya mkgara itu, lalu
mengekspornya ke negara kita. Tentu, ini tidak bhéégjadi lagi pada masa yang
akan datang. Hal ini yang juga dapat menghambatdayestasi pada industry
telekomunikasi khusunya.

Ketiga belum tercukupinya pasokan ginegrang dibutuhkan untuk
kegiatan industri.Perkembangan industri telekpusiiparangkat di tanah air perlu
didukung dengan berbagai usaha contoh insentif déegsinya terhadap usaha
meningkatkan sektor ekonomi dan membuka lapangaja lseperti investasi

dalam membangun sentra manufaktur dalam memprodili&sitelekomunikasi.
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Kepastian akan kebijakan pemerintah yang jelaskdasisten, harus dijalankan
bersinergi antar departemen dan pemerintah dderkhit (pemda propinsi dan
kabupaten kota) seperti insentif pajak dan ekspwor, perijinan, ketersedian
pasokan energi seperti suplai listrik, kebijakamatga kerja dan kebijakan
pemuatan konten/komponen lokal. Kejelasan dan &essEn  kebijakan
sebelumnya dan akan datang (wacana) hendaknya salalg tumpang tindih
apalagi kotra produktif.

Namun buktinya pasokan akan energi yang dalamitatiapat menjadi
faktor tumbunya investasi malah semakin tidak mearhenpasalnya , Indonesia
sendiri masih termasuk cukup rendah akan pasokangienamun terbanyak
dalam penggunaannya.

Sebagai contoh kasus akan hal ini adalah PemaddoeegilirPLNdi
Jakarta yang berpengaruh pada operator telekoasinBTS banyak yang tidak
bekerja optimal terganjal pasokan energi dan harp#sanggan pun hilang sinyal.
Sejak pemadaman listrik secara bergilir oleh PLpkrator harus bekerja keras
untuk menjaga layanan dengan pasokan listrik darset. Jujur saja, banyak BTS
kita yang kena pemadaman PLN, dan itu berpengaada pinyal telepon, kata
Teguh Prasetya, Group Head Brand Marketing Indosiat Jakarta,
kemarin.Wilayah yang belakangan ini paling seriatkéna imbas pemadaman
listrik adalah Jabodetabek. Namun untuk wilayalay@h Jakarta dan sekitarnya,
Indosat masih bisa menjangkau dengan menyiapkark lisadangan dari
genset.Saat itu cuma itu yang bisa dilakukan. demgempertahankagrade of
service saja. penggunaan genset itu telah menyebabkama lojpgrasional jadi
meningkat. jika pemadaman listrik terus dilakukdrNPkinerja industri dapat
terhambat. Pasokan listrik dari sebuah genset uB@& hanya dapat bertahan
selama 6-8 jam saja.

Kasus seperti ini menjadi bukti nyata bahwa dengaangnya pasokan
energy bias mengurangi angka investasi di Indoneskhusunya industry
telekomunikasi. Sebab , dalam telekomunikasi sendnergy listrik khusunya
sangat perlu di optimalkan . dengan melihat adakgkurasngan seperti ini
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tentunya membuat para investor enngan unruk mersrammodalnya di industry
telekomunikasi.

Keempat sumber daya manusia dan petate kebijakaan
ketenagakerjaanMasalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang udahs
mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandingan jumlah
pengangguran dan setengah pengangguran yang pesadgpatan yang relatif
rendah dan kurang merata. Sebaliknya penganggarasetengah pengangguran
yang tinggi merupakan pemborosan. Pemborosan sudalyar dan potensi yang
ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat. Sumd@a kemiskinan, dapat
mendorong peningkatan keresahan sosial dan krimitzad dapat menghambat
pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunanabamisnesia kedepan
sangat tergantung pada kualitas Sumber Daya Mamaoaesia yang sehat fisik
dan mental serta mempunyai keterampilan dan keakbkga, sehingga mampu
membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempupsieerjaan dan
penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampuemehi kebutuhan hidup,
kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Era Global saat ini sungguh syarat dengan berbpgesaingan yang
begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya. Hegaa itu tidak lepas dari
semua unsur kebutuhan ummat manusia yang seldtarbbang setiap detiknya.
Disini sangatlah jelas harus adanya upaya reforordsk sebuah perubahan yang
dapat menjawab semua tantangan perkembangan ebal,gl@rlebih bagi
Indonesia wajib untuk melakukannya. Era Glogal abadni sungguh memiliki
banyak tantangan yang harus siap dan sigap dilakolké segenap umat manusia
untuk bisa berbenah diri dalam peningkatan SDM (S&mDaya Manusia)
didalamnya, termasuk pula ada upaya meningkataditdsiadan kuantitas
ekonomi.

Sumber daya yang masih dibilang belum cukup bagyarakat indonesia
, khususnya di bidang Telekomunikasi dapat berpaihgakan perkembangan

dari industri telekomukinasi sendifi.Sebab dengan kurangnya pengetahuan akan
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teknologi komunikasi membuat industri telekomunikakan cukup kuwalahan
dalam mencari tenaga kerja yang bisa dibilanmg noiammenguasai segala
teknologi telekomunikasi , mengingat perkembanganggng sanagat pesat ,
memungkinkan bagi industri telekomunikasi untuk o@htenaga kerja yang
dapat meingkatkan daya saing serta mengikuti p@vakgen teknologi.

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan Ekhyau Industri
Telekomunikasi yang tidak transparan telah mengdk#ém kondisi
ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenagg k@ng tidak terampil, etos
kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang tertapat, dan maraknya
demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan mambuat investor
melakukan relokasi usahanya ke beberapa negarmdetasang lebih kondusif.
Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yangilidi sumber daya
manusia telah menjadi salah satu pertimbangan tmvesmtuk berinvestasi di
daerah.

Kelima tingkat korupsi yang masih tingleskipun merupakan hambatan
yang besar bagi dunia usaha atau investasi, ydag tianya di Indonesia tetapi
juga di negara lain, sesungguhnya mencari defyasig tepat tentang korupsi
bukanlah pekerjaan mudah. Definisi korupsi akamgaatergantung dari budaya
masyarakat di suatu negara.korupsi secara luasl y@@hyelewengan atau
penggelapan uang negara, uang perusahaan, dayelaintuk keuntungan pribadi
atau orang lain.bukan rahasia umum Indonesia nmanbiéinyak kasusu korupsi
yang dapat mengurangi kegiatan investasi di Indarigslaksanaan otonomi
daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemaHh#mbanakin merebakkan
praktek korupsi dan pungutan liar ke daerah-dadpattam praktek dilapangan
banyak yang menggunakan instrumen regulasi sehsjdikasinya.

Di dalam industri Telekomunikasi sendiri , korupsga menjadi momok
menakutkan bagi para calon investor. Banyak cokbaisus korupsi pada industri
telekomunikasi.Nasib jasa industri telekomunikasi Thnah Air terancam

terpuruk akibat kasus dugaan korupsi kerjasamagan 2,1 Gz, Indosat-IM2.
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Kasus korupsi Indosat Mega Media (IM2) adalah kdsrsipsi jaringan
pita frekuensi 3G yang melibatkan Indosat dan greakisahaannya, IM2 sebagai
tersangka.Korupsi tersebut terkait kerjasama pengglaraan internet di
frekuensi 2.1 giga hertz (Ghz) antara PT IndosatIf¥. Indar Atmanto, mantan
Direktur Utama IM2, tertuduh sebagai tersangka at&asus ini.

Kasus ini bermula dari laporan Konsumen Telekomasiikindonesia yang
menyatakan bahwa IM2 telah menyalahgunakan pitauémesi 2.1 Ghz padahal
operator tersebut tidak berhak beroperasi di janntersebut. Selain itu, IM2
tidak membayar pajak kepada negara terkait pemaleegguensi. Total kerugian
terhitung berjumlah Rp 1.358.343.346.674 atau aekp 1,3 triliun.

Beberapa pihak seperti Kementerian Komunikasi danforrmatika
(Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasdoiresia (BRTI)
menyatakan bahwa IM2 tidak melanggar UU No. 36 1hah999 tentang
telekomunikasi Mereka juga menjelaskan dalam memgglarakan jasa akses
internet, IM2 bekerjasam dengan Indosat agar dapaihanfaatkan jaringan
Telekomunikasi Indosat. Jadi, hal ini berarti abdalzentuk kerjasama antara
Penyelenggara Jasa (IM2) dan Penyelenggara Jarihghosat), bukan kerjasama
pemanfaatan spektrum frekuensi seperti dalam Ph&atlan 15 PP53/2000
Dengan demikian, kerjasama kedua perusahaan téssgbgecara hukum, seperti
yang disampaikan Menkominfo dalam Surat No. 65/Mnikdo/02/2012 tanggal
24 Februari 2012.

Setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan présgsaim lainnya,
akhirnya pada tanggal 14 Januari 2013, mantan firekitama IM2, Indar
Atmanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus kofigbsiensi radio.

¥Dengan ada dengan adanya kasus korupsi yang nivagifn tkhususnya
di bidang telekomunikasi , dapat menjadi hambatagi Ipara investor untuk
menanamkan modal nya pada industri telekomunikasena para investor akan

merasa bahwa modal mereka yang dutananmkan tenswdg tidak terjamin
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lagi keamananannya dengan adanya tingkat korupsy yaasih sangat tinggi
khususnya di industry telekomunikasi . hal ini dapangurangi masuknya calon
investor laon yang akan menanamkan modalnya dsindelekomunikasi.

Keenam Rendahnya jaminan dan perigdn investasiDalam setiap
pembahasan tentang penyebab rendahnya pertumbkbaonma@ dan buruknya
minat investasi di Indonesia, salah satu faktomatayang selalu disebut adalah
lemahnya sistem hukum, baik jaminan terhadap kdp@miindividu (property
rights), kontrak, penyelesaian perselisihan meladmgadilan, dan korupsi.
Namun, ironis untuk menyatakan bahwa bekerjanygersishukum yang baik
adalah persyaratan bagi masuknya investasi damnpewuhan ekonomi yang
tinggi karena membangun sistem hukum yang andalbuerkan waktu lama
dan mabhal biayanya.

Selama ini pembangunan sistem hukum di Indoneslak tipernah
mendapatkan prioritas. Sekarang pun, meski kerdp diayatakan sebagai
prioritas oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksamgantidak demikian.
Mengharapkan sistem hukum bekerja sebagaimanagadiram@megara maju akan
membutuhkan waktu yang bahkan mungkin mencaparapaelekade.

Salah satu kelemahan yang menonjol dari lemahnya saing investasi
Indonesia adalah tidak berfungsinya sistem hukumioriesia. Upaya untuk
membenahinya bukan tidak dilakuk&¥nBerbagai revisi undang-undang telah
dilakukan untuk mendongkrak investasi, khususnydddg-Undang No 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Peaaniiodal diharapkan
mampu mendongkrak investasi karena menawarkan desrli@sentif investasi,
meskipun karena lemahnya koordinasi masih terdegi@ntuan-ketentuan yang
mengandung cacat hukum, dlan bahkan tidak sinkremgah peraturan

perundang-undangan yang lain.

32 http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengerimuestasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html

diakses pada tanggal 29 september2015 pukul 09IB5 W


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

44

Meskipun UU Penanaman modal telah mengatur jamirgan
perlindungan terhadap kegiatan investasi dan petaérsecara aktif menyepakati
berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi gemlindungan investasi,
namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmengysumgguh-sungguh dalam
perlindungan investasi.banyak faktor penyebab dardahnya jaminan hukum
bagi para investor ini . antara lain adalah perekmgan pasar yang meningkatkan
daya saing sehinnga membuat suatu industri leliisfpada usaha meningkatkan
daya saing bagi industri nya menjadi lebih baikiselitu usaha untuk
mempromosikan suatu produk telekomunikasi yang jngajadi suatu kewajiban
saat ini , membuat industri telekomunikasi berlombéomba membuat suatu
karya baru yang dapat menyedot konsumen dan mkajadndustrinya lebih
unggul.

Dengan adanya hal seperti ini , jaminan akan pargesior yang
menanamkan modalnya pada insutri telekomunikasi enjadi sangat
minim.karena industri telekomunikasai tempat pamaestopr ini menanamkan
modalnya , lebih fokus pada aspek pemasaran sgytasding yang tidak melihat
perlindungan serta jaminan hukum bagi para inveditdelekomunikasi,sehingg
hal ini membuat para investor merasa tidak amam akadal yang ditanannya
juga akan adanya sutau hambatan lain yang munddan emempengaruhi para
investor di industri telekomunikasi di indonesia.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya tpapai apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanamagiaindapat diatasi, antara
lain melalui perbaikan koordinasi antar instansmBentah Pusat dan Daerah,
penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukiifmidang penanaman modal,
biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, sertamiklisaha yang kondusif di
bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Ketujuh Lemahnya penegakan dan kegastukum.Hukum merupakan
peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu raegéau lembaga yang
berwenang dan memiliki sifat memaksa, memaksa nienmhakna bahwa
diwajibkan untuk dipatuhi dan jika dilanggar malebagai resikonya individu

yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari negta pejabat yang
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berwenang. Dari pengertian hukum tersebut sudagaskan bahwa hukum itu
dibuat untuk dipatuhi dan ada sanksi bagi yang mggjarnya, namun kenyataan
dilapangan ternyata hukum dibuat justru untuk djtgr dan hanya bersifat
tertulis semata. Dan hal itu terjadi karena pelakiaa hukum di Indonesia
memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, sehirttggagan kita mempelajari
dan mengkaji kekurangan, kelemahan dan permasalgdram terjadi di negara
ini, kita bisa memperbaiki apa yang kurang baikmeinjadi lebih baik.

Penegakan hukum dilndonesiamasih lemah. Itu teérlidari tidak
tercapainya tujuan utama dari hukum dilndonesiséndiri yaitu keadilan bagi
seluruh rakyatnya. Sepertinya sangat sulit sekalnperoleh keadilan di negeri
ini, padahal hukum yang ada dilndonesiasudah disdsmgan sangat baik bila
dijalankan dengan benar. Namun kenyataan yang ekkrasmg adalah hukum
dilndonesiapelaksanaanya belum sesuai dengan gaagamana mestinya.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini belomandukung
perkembangan ekonomi. Hal itu bukan hanya berasabg@arat penegak hokum,
tapi juga dari pemerintah pusat dan daerah.Jikar#tdm, ekonomi Indonesia bisa
terancam, karena pertumbuhan ekonomi hanya ditodely konsumsi.Sejak
tahun 2008 sebenarnya investasi mengalami  pertuanbuhyang
menggembirakan.Investasi tidak hanya pada portofdlpi juga pada sector
ri.LNamun belakangan ini iklim investasi kembali moeun akibat lemahnya
dukungan dari bidang hukum.

Lemahnya penegakan hukum dalam investasi misalinyastor harus
membayar lebih dulu untuk mendapatkan jaminan hykimaestor sudah
berinvestasi sesuai prosedur tapi lalu dipermakatghbelum lagi persaingan
bisnis/investasi yang dilakukan dengan cara-caterte.

Indonesia merupakan Negara hukum, dinyatakan petara tertulis
dalam pasal 1 ayat 3 Undan- Undang Dasar 1945aasihdemen. Namun saat
ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukindonesia adalah
“runcing kebawah , tumpul ke atas “. Melihat kemgat yang ada saat ini bahwa
banyak kritik dan pujian untuk hukum Indonesia.tKriyang dilontarkan oleh

masyarakat bahwa hukum Indonesia hanya mengenab&a&n dan kekayaan.
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Kemenangan hanya akan berpihak kepada orang yanglikngabatan yang
tinggi dan kekayaan. Sedangkan rakyat biasa yatak tmemiliki jabatan dan
uang yang banyak hanya dapat berharap keadilaapiTkényataan yang ada
keadilan tidak berpihak rakyat biasa. Sejauh irkumu tidak hanya dilakukan
semata- mata untuk keadilan atau menciptakan kedardadalam Negara tetapi
hukum malah digunakan untuk perdagangan bahkatikpohtuk mendapatkan
kekuasaan. Seperti kasus akhir- akhir yang memgtaatian masyarakat yaitu
kasus nenek Asyani serta masalah KPK dan POLRI.bagma Penegak hukum
yang menurut saya malah saling menjatuhkan dengamamfaatkan kasus- kasus
yang ada untuk kepentingan pribadi atau untuk Kepgen demi mendapatkan
kekuasaan. Untuk penanganan kasus pun berbedalaagaiy tersandung kasus
adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kekayparses hukumnya yang
dijalankan akan berbelit- belit dan terkesan meaungunda. Para penegak
hukum menggunakan alasan kalau bukti yang dipetoédtim lengkap sehingga
terjadi penundaan terhadap kasus tersebut. Sedakgkas yang menimpa rakyat
biasa, penangannya cepat. Hukuman yang diberikasatya memberikan rasa
kecewa karena dianggap tidak adil. Anatara pencwyaag hanya tidak mencapai
satu juta dengan koruptor dapat mencapai triliujpgia merugikan masyarakat
Indonesia, hukuman yang diberikan hamper samanyktiidak setimpal dengan
akibat yang telah ditimbulkan akibat tindakannya.

Saat ini, investor lebih menanyakan soal kepadtigftum daripada soal
perekonomian.Karena ekonomi Indonesia saat iniladimukup bagus, potensi
untuk berinvestasi juga besar.Indonesia bak gadiantikc yang
diperebutkan.Sebaliknya, soal kepastian hukum tipgakan karena dinilai
masih belum ada kepastian dalam penegakannya.Haleimbuat investor ragu-
ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kdrdak ada jaminan dalam
kepastian hukum.
ika hal ini dibiarkan, investasi mungkin saja tetapsuk, tapi hanya pada sector-
sektor yang dianggap “aman” seperti sector jasasg@tor keuangan. Ini akan
merugikan, karena kedua sector itu adalah secithrlabour, dan tidak banyak

menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sector mpdgemtg banyak menyerap
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tenaga kerja.Namun karena dianggap rumit hukunmgstov menjadi ragu-ragu
untuk masuk ke sector tersebut.Hal ini bisa bersntmda meningkatnya jumlah
pengangguran dan kemiskinan.Untuk itu, tidak atlagm lain, pemerintah pusat
dan daerah serta institusi penegak hukum, haruslukeng terciptanya kepastian
hukum, agar mendukung perkembangan ekorfdmi.

Dalam setiap pembahasan tentang penyebab rendgteryambuhan

ekonomi dan buruknya minat investasi di Indonesadah satu faktor utama yang
selalu disebut adalah lemahnya sistem hukum, banknjan terhadap kepemilikan
individu (property rights), kontrak, penyelesaiargelisihan melalui pengadilan,
dan korupsi.
Namun, ironis untuk menyatakan bahwa bekerjanygersishukum yang baik
adalah persyaratan bagi masuknya investasi damnpeuhan ekonomi yang
tinggi karena membangun sistem hukum yang andalbugrkan waktu lama
dan mabhal biayanya.

Kedelapan Lemahnya koordinasi antar kelembagaanidadigelasaan
tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkaordinasi yang tidak
harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terldahdisi di daerah kerap
terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinasrdkasi yang kurang terjadi
oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatéakbag kepentingan suatu
kelompok (politis) maupun ekonomi. Hal ini dapatmmebulkan ketidak pastian
bagi para investor dalam menjalankan kegiatan tagseswya .sebab di saat
mereka mengalami suatu hambatan dimana menimbuslkatu kerugian , para
investor akan mengalami suatu ketidak pastian a pambaga hukum yang
bersangkutan akan saling melempar tanggung jawabelgangga terjadi suatu
ketidak nyamanan sendiri bagi para investor dalasgigtan investasi nya
khusunya di industri telekomunikasi sendiri.

33 http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengeriie stasi-dan-jenis-bentuk-

investasi.html

diakses pada tanggal 29 september2015 pukihO91B
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Banyak kepentingan suatu kelompok yang menjadihsaktu pemicu
lemahnya koordinasi antar kelembagaan .dengan damik koordinasi antar
lembaga menjadi semakin lemah bahkan kurang merkadfik pada setiap
lembaga juga dapat menimbulkan hal serupa . masakonflik akan kepentingan
politik masing — masing memang sungguh tidak ddpgandang sebelah mata .
belum lagi sistem pemerintahan di indonesia senging bisa dibilang masih
kurang , juga dapat menjadi pemicu lemahnya koasiiantar lembaga yang
semua ini dpata menjadi hambatan serius bagi passor khusunya di industri
telekomunikasi.mengatakan, perbaikan koordinasarembaga begitu penting
untuk dilakukan, tak hanya bagi perkembangan ekonlokal tetapi juga

mendukung kerja sama bidang ekonomi dengan negaaran laim.

3.3 Upaya Perlindungan hukum yang dapat diberikanbagi para investor
pada industri telekomunikasi

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapahimbulkan banyak
persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukdedtam makna yang
sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untukguen kembali mengenai
pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggn istilah perrlindungan
hukum, yakni perrlindungan hukum bisa berarti pellingan yang diberikan
terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda ddak tcederai oleh aparat
penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungany yéiberikan oleh hukum
terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaag kemudian
meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukumnggjdtarus memberikan
perrlindungan terhadap semua pihak sesuai dengtus stukumnya karena setiap
orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hul&etiap aparat penegak
hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan mgsfaya aturan hukum,
maka secara tidak langsung pula hukum akan menapep&rlindungan terhadap
setiap hubungan hukum atau segala aspek dalamupaimdmasyarakat yang

diatur oleh hukum itu sendiri.
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Dalam disiplin ilmu ekonomi, pentingnya sistem huktidaklah diabaikan,
bahkan terdapat kesepakatan umum bahwa kerangkamhukerupakan
persyaratan perlu (necessary condition) agar sist@nomi pasar dapat bekerja
dengan berhasil.Bahkan, kalangan yang dikenal selibgrtarian yang ekstrem
menganggap kerangka hukum sebagai syarat perlucdeam (necessary and
sufficient) bagi berfungsinya pasar dengan baildiginpenegakan hukum di
Indonesia saat ini belum mendukung perkembanganoskio ** Hal itu bukan
hanya berasal dari aparat penegak hukum, tapi gagapemerintah pusat dan
daerah.Jika dibiarkan, ekonomi Indonesia bisa taman karena pertumbuhan
ekonomi hanya ditopang oleh konsumsi.Sejak tahud8 Z&benarnya investasi
mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.Invesidak hanya pada
portofolio, tapi juga pada sector ril. Namun belagan ini iklim investasi kembali
menurun akibat lemahnya dukungan dari bidang hukemahnya penegakan
hukum dalam investasi misalnya, investor harus nagmab lebih dulu untuk
mendapatkan jaminan hukum, investor sudah beriasiesesuai prosedur tapi
lalu dipermasalahkan, belum lagi persaingan bismisstasi yang dilakukan
dengan cara-cara tertentu.Karena, berinvestasiaima saja seperti mengendarai
mobil/sepeda motor di jalan raya. Jika anda menyetibil secara ugal-ugalan,
maka anda mungkin akan mengalami kecelakaan, damdélah salah anda
sendiri. Berbagai macam hambatan yang selalu adandavestasi , khusunya
pada industri telekomunikasi , perlu adanya suatlimfungan hukum bagi para
investor saat menanamkan modalnya di industri éehelnikasi . hambatan yang
banyak muncul memungkinkan bahwa sistem perlinduriggkum bagi investor
harus benar — benar dilakukan.Salah satu kelemajaaug menonjol dari
lemahnya daya saing investasi Indonesia adalak bidgungsinya sistem hukum
Indonesia. Upaya untuk membenahinya bukan tidakadkan.

Berbagai revisi undang-undang telah dikaku untuk mendongkrak

investasi khususnya Undang-Undang No 25 tahun 2Z@@7ang Penanaman

* David Kairupan. 2013. Aspek Hukum Penanaman Modahd\Di Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra

Utama.
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Modal. Undang-Undang Penanaman Modal diharapkan pmamendongkrak
investasi karena menawarkan berbagai insentif taggs meskipun karena
lemahnya koordinasi masih terdapat ketentuan-ket@nyang mengandung cacat
hukum, dlan bahkan tidak sinkron dengan peratuemnuang-undangan yang
lain. Pembaruan UU lain untuk mendukung iklim irtess yang lebih baik
ditunjukkan oleh UU no 40 tahun 2007 tentang PeeserTerbatas, UU
Kepabeanan, uu Perpajakan,danlain-lain.

Untuk menyempurnakan sistem hukum investasional yang dihadapkan
pada dinamika faktor-faktor yang mempengaruhinyaik keksternal maupun
internal menghendaki adanya langkah penataan hukwestasi yang mampu
menunjang iklim investasi, namun tetap memperhatidan mengabdi kepada
kepentingan nasional. Disamping pembenahan terhpeagturan perundang-
undangan terkait, diperlukan upaya peningkatan durgenegakan hukum,
menertibkan koordinasi kelembagaan, serta mengamahkudaya hukum
masyarakat untuk mendukung iklim investasi yangdkisif.

Melihat berbagai hambatamn diatas , memang pergau hukum bagi
para investor khusunya di bidang telekomunikasiuwiabenar — benar di
laksanakan . sebagai contoh tingkat korupsi yangilmaénggi di bidang
telekomunijasi . ini juga dapat berhimbas kepadaaleanya sistem hukum di
indonesia .Saat ini, investor lebih menanyakan &ealstian hukum daripada
soal perekonomian. Karena ekonomi Indonesia saatlimlai cukup bagus,
potensi untuk berinvestasi juga besar. Indonesi@ Bbadis cantik yang
diperebutkan.

Dalam memberikan kepastian atau perlindungan hukainpertama yang
harus dilakukan adalah pembenahan dari sistem hitkusendiri .Yang pertama
kali diperbaiki tentu adalah profesionalisme apdmakum dalam menjalankan
amanah dari masyarakat sebagai penegak hukum yang menjadi pedoman
bagaimana perilaku seseorang yang taat hukum. @Bey#t meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentdatirhgehingga hukum bisa
berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sarananualigeosial sehingga dapat

mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mawikan keadilan bagi
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seluruh rakyatindonesia. Selain itu , dalam menainggasus hukum seperti

tindakan korupsi, pihak yang bersangkutan sepedtistri telekomunikasi harus
benar — benar melakukan tindakan dengan melapddgiatan korupsi tersebut
kepada pihak penegak hukimApabila suatu industri telekomunikasi malah
menutupi kegiatan korupsi demi memempertahankaranadustri tersebut, para
pelaku tindak korupsi akan merasa aman atas tigimigla tersebut. Memang ini
bersiko atas industri telekomuinikasi sendiri dalar@laporkan kegiatan korupsi
di industrinya sendiri, namun hal ini sudah menkaarijaminan hukum bagi para
investor juga calon investor bahwa telah ada tiadajkang tegas apabila ada
suatu penyimpanagan dalam kegiatan investasi dustnd telekomunikasi.

sehingga para investor akan merasa nyaman akap detpgiatan investasinya

juga modal yang ditanankannya.

3.3.1 Penegakkan hukum dalam industri Telekomunikas

Para penegak hukum juga harus lebih tegas memnakgsus korupsi
khusunya di industri telekomunikasi .sebab, dengaalitas penegakkan hukum
yang buruk sama saja telah mencoreng nama bailgalkereikum dan sekaligus
mencederai keadilan di Negeri ini. Dengan situgsdkdan yang buruk apabila
tidak segera diatasi akan memicu berbagai tindakamdakan anarkis. Tidak
hanya tindakan anarkis saja yang terjadi akibat@ahetga hukum di Indonesia,
penegakkan hukum yang buruk juga akan menimbulkaetiddkpercayaan
terhadap hukum oleh masyarakAt.

Dengan keadaan seperti itu masyarakat akan mekezadilan dengan cara
mereka sendiri, contohnya main hakim sendiri yamgupakan perwujudan rasa
ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketetegyaan masyarakat
terhadap aparat penegak hukum selain merasa taalkya keadilan juga karena
disebabkan penegak hukum melakukan hal yang tidak hanyalah sebuah
permainan hukum. Masyarakat tidak lagi menutup madganya melihat kasus-

kasus yang terjadi dimana adanya diskriminatif.

% |bid,hal.98
% |bid,hal.99
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Sehingga ini dapat memberikan sutau penilaian baggyarakat yang
akan menjadi investor bahwa para penega hukum rsenualah kurang dalam
memberikan jaminan hukum bagi industri telekomusiilkgang akan berhimbas
pada para investornya .Menyadari betapa mudahnyebatean sikap Indonesia
dalam mengembangkan kebijakan hukum investasi, nwldah sepatutnya
dimulai suatu langkah yang sungguh-sungguh dalanakmiean pengkajian
kebijakan hukum investasi di Indonesia.

Kesadaran tentang pentingnya pengkajian terhaddgjakean hukum
investasi yang harus melibatkan berbagai aspeklidisimu non hukum, maka
sudah sepatutnya dalam merancang kebijakan hukuestasi melibatkan para
pakar dari disiplin ilmu ekonomi dan politik. Pengegangan ilmu hukum
investasi memerlukan dukungan para ahli non hukbosksnya ahli ekonomi
dan politik. Pembelajaran hukum investasi pada siatva harus mengenalkan
arti pentingnya pemahaman terhadap sistem dan pdasesep ekonomi dan
politik bagi pemahaman suatu kebijakan hukum iragsyang komprehensif.
Dalam rangka kerjasama yang lebih intens antara glali hukum dan para ahli
ekonomi dan politik dalam menganalis kebijakan mkinvestasi perlu ada
penelitian dan pengkajian bersama.
selain itu kebijakan untuk mendorong investasiajugarus ditempuh, seperti:
menyederhanakan proses dan tata cara perijinan péasetujuan investasi;
membuka secara lebih luas bidang-bidang yang terbuituk investasi;
memberikan berbagai skema insentif, baik dibidaegp@akan maupun non-
pajak; mengembangkan kawasan investasi dengan agegkemudahannya,
menyempurnakan berbagai produk hukum yang ramah esiasi;
menyempurnakan proses penegakan hukum dan pengalesangketa yang
efektif ; menertibkan aspek kelembagaan serta mkanblkemungkinan
kepemilikan saham yang lebih besar."
Tidak semua kebijakan investasi tersebut dapakssha dengan baik, sehingga
peningkatan daya saing dan lonjakan arus investasg diharapkan belum

menunjukkan hasil yang menggembirakan.
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Melihat adanya tantangan bagi para investor , kdmg pada industri
telekomunikasi sendiri , perlindungan hukum bagiap@vestor memang tidak
bisa main — main.berbagai pihak memang harus $adam , baik dari industri
telekomunikasi sendiri ataupun dari investor. Malibanyak nya hambatan yang
akan dihadapi , memungkinkan bagi para investoulkumhendapat jaminan
hukum . sebagai contoh korupsi yang saat ini memearbincangan utama pada
dunia bisnis. Di dalam berinvestasi , para invest@mang akan menghadapi
korupsi.namun dalam hal ini , masih banyak kasusigg yang mempengaruhi
para investor yang masih belum jelas bagaimanalaken hukumnya sehingga
membuat para investor masih sedikit terkena efekgkan kasus seperti ini.

Pada industri telekomunikasi sendiri , memang tiskedtikit kasus korupsi
yang terjadi. Pada hal ini , pemerintah dan pihakwhjib harus memiliki
ketegasan dalam menangangi kasus — kasus korupdustri telekomunikasi
memang akan kehilangan para investornya bila padaskkorupsi saja , industri
telekomunikasi masih belum bisa menyelesaikanmy@aya perlindungan hukum
bagi investor dalam hal ini , dapat dilakukan sachni seperti pihak dari industri
telekomunikasi lebih melakukan pengawasan terh&@apolaan modal — modal
yang ada . selain itu , sistem perijinan memandupei lakukan secara baik.
Selama ini , upaya perlindungan hukum bagi parastor sendiri hanya di
lakukan di awal perjanjian . daripihak investor gugarus melakukan sebuah
pengawasan guna mengetahui apa dan bagaimana sisterja dari industri
telekomunikasi dan keadaan dari modal mereka. Kdaklah pihak , yaitu
industri telekomunikasi dan investor juga harusngaterbuka dalam artian jika
ada sutau penyelewengan terhadap investasi , lwaikp& ataupun lainnya |,
kedua belah pihak harus melaporkan hal tersebababs dengan adanya suatu
kerja sama dan keterbukaan antara kedua belah pihaknencerminkan suatau
ikatan antara suatu industri dengan investor yaampa baik sehingga dapat
memungkinkna masuknya investor baru pada industkhysunya industri
telekomunikasi.

3.3.2 Upaya Pemerintah dalam memberikan PerlindungaHukum Bagi

Investor
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Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semaiggitnya
keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainapgas sulit bagi suatu sistem
ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun kmhenolak kehadiran peran

negara atau pemerintah dalam perekonomian.

Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengiakasatau
menanamkan sumber daya saat ini (sekarang, preseripan harapan
mendapatkan manfaat (di kemudian hari, future). daen demikian,
pengembangan investasi secara nasional dapatkdrartiengan mengorbankan
sumber kekayaan alam (yang sebagiannya adalah slebelupan anakcucu
kita di kemudian hari) saat ini, tentunya dengamimgkatkan kesejahteraan anak
bangsa, termasuk generasi muda sampai anak-cucgetdma negara ini masih
ada. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mganmeran penting dan
strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegamag bertujuan

meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraaua warganya'.

Bila dilihat dari sisi ekonomi, peningkatan keségmhan masyarakat
terdiri atas aspek: tersedianya lapangan pekerjgarg mencukupi sebagai
sumber nafkah bagi anak bangsa, serta tersedialityanpbarang dan jasa yang
cukup berupa barang atau jasa yang dibutuhkan daginkan (konsumsi)
dengan harga yang wajar dan terjangkau. Pemerisg¢dlagai penyelenggara
negara, perlu dan harus berperan aktif mengembarigkastasi nasional. Peran
itu tidak boleh hilang, dibatasi atau dihalangi bgllisasi, perdagangan

bebas,ataupun alasan lainnya.

Peranan pemerintah dalam pengembangan investasnalasangat luas,
bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha, melairkery lebih mendasar
adalah bagaimana menjadikan investasi nasionamdmdaat sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pEsEbat dapat dibuat dalam

¥ HS dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Investasi Di Imefsia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
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beberapa kelompok.Karena strategisnya fungsi petaérsebagai penyelenggara
negara, pemerintah perlu menetapkan prioritas jegag dan konsisten mengenai:
investasi yang diperbolehkan, investasi apa yarapjalkan, investasi yang
dilarang,investasi yang dapat dilakukan asing, stas yang hanya boleh untuk
UKM dan koperasi, investasi yang hanya boleh urBUkVIN,investasi yang
harus ada kemitraan dengan usaha lokal atau négarseterusnya.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengeyabanvestasi
nasional, baik yang dilakukan oleh negara melalRBER berupa investasi publik,
maupun investasi yang dilakukan oleh swasta (p)yatomestik, maupun asing.
Maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atadaki bisa dihalangi aau
dihilangkan oleh alasan globalisasi, atau perdamangebas, ataupun alasan
lainnya karena hakikat bernegara ada tiga hal yaitu
tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Adanya wilayah

2. Adanya rakyat yang diperjuangkan

3. Adanya pemerintah yang berdaulat baik kedalam makpluar
Yang setiap kebijakan Negara yang dibuat oleh pietadrtidak terlepas dari
kepentingan nasional Negara tersebut yang teraliri:d

1. Kepentingan ekonomi

2. Kepentingan politik

3. Kepentingan pertahanan dan keamanan
Adapun peran pemerintah yang antara lain adalah :
Peran Pengatur

Peran pengatur adalah peran pemerintah sebagaglpeggara negara di

bidang investasi. Karena strategisnya fungsi pertadri sebagai penyelenggara
negara, pemerintah perlu menetapkan:

1. Investasi apa yang diperbolehkan ;

2. Innvestasi apa yang dianjurkan ;

3. Investasi apa yang dilarang ;

4. Investasi apa yang dapat dilakukan olatggs
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5. Investasi apa yang boleh oleh UKM dan Kagie

6. Investasi apa yang hanya boleh oleh BUMN

7. Investasi apa yang harus ada kemitraagasensaha local atau Negara.

2. Peran Pengarah

Peran pengarah adalah peran dan tugas pemeriniatm daengalokasikan
atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasemaah sfisien dan efektif.
Bila peran ini dapat berjalan dengan baik, makaestasi nasional dapat
memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masgarak
Peran pengarah ini diwujudkan dalam bentuk pengarahtuk :

1.Investasi mana saja yang perlu dilmgd (protected) oleh Negara

2.Investasi mana saja yang perlu dib&mssisted) oleh Negara

3.Investasi mana saja yang perlu didgr@romoted) pengembangannya

3. Peran Pengawas
Peran pengarah adalah peran dan tugas pemerintam daengawasi

penggunaan sumber daya investasi nasional sedaraneflan efektif. Dalam
mengawasi penggunaan sumber daya nasional iniukhya untuk sumber daya
investasi berupa sumber daya alam dan sumber dmtarb(SDB), perlu dijaga
dan dirawat dengan baik, agar dapat dimanfaatka gé@erasi berikutnya.Sejak
Indonesia merdeka sudah terlihat bahwa pemerintaimegang peranan besar
dalam perekonomian. Hal tersebut tercantum sedapligit dalam UUD 1945
Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3.
Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang 15enting baegara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Sumber air, dan kekayaan alam yang terkagadii dalamnya dikuasai

oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-beskenyakmuran rakyat.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi, petab memiliki tiga fungsi

penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasngsi distribusi, dan fungsi

stabilisasi.
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a. Fungsi alokasi

Fungsi alokasiyaitu fungsi pemerintalhagai penyedia barang dan jasa
publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatapnygdiaan fasilitas
penerangan, dan telepon umum.
b. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi yaitu fungsi pemegimtdalam pemerataan atau distribusi
pendapatan masyarakat.
c. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu fungsi pem&imdalam menciptakan kestabilan
ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanam klsamanai®eran ini bertujuan
agar investasi nasional dapat memberikan kesegarteyang optimal bagi masyarakat.
Seperti halnya peran pengaturan, maka keluaran p#aen pengarah inijuga perlu
ditinjau secara berkala agar sesuai dengan perkeyabaekonomi masyarakat, dan
tujuannya adalah semata- mata untuk kepentingaionadskhususnya yang berkaitan
dengan kesejahteraan rakyat di negara tersebwan Pengawas adalah peran dan tugas

pemerintah dalam mengawasi penggunaan sumber olggstasi nasional secara efisien
dan efektif.

Selain itu pemerintah juga dapat memberikan kemamaPemberian
Kemudahan dalarn hal ini misalnya penyediaan fasildan pemerintah daerah
kepada penanam modal untuk mempermudah setiapt&egananaman modal
dalam rangka mendoréng peningkatan penanaman rdodaérah. Dalam hal ini
misalnya , sebuah pengawasan dari pemerintah déenedit dengann kegiatan
para investor pada industri telekomunikasi . pemtan daerah juga dapat
memberikan suatu bantuan hukum , dengan mengads@aacam pertemuan
ataupun rapat terbuka guna mengetahui bagiamnaaakeg@ara investor di

daerahnya khusunya pada industri telekomuniasi.

38 http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekaonikasi-peranan-dan-tren-masa-

depan_54f94646a3331176038b4a68

diaksespada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.80 WI
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kewenangan pemberian ijin untuk melakukan investebarusnya dapat
mendukung, terutama yang terkait deng@od governancePemerintah daerah
diharapkan dapat bersikap dengan lebih baik keps&l@ calon investor.
Terutama dengan kesediaannya untuk memberikan grelayyang jujur dan

terbuka.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kesimpulan dari rumusan masalah pertama adalahapenag
industry telekomunikasi di Indonesia adalah pragas perbuatan
yang mengatur segala kegiatan yang ada pada igdustr
telekomunikasi, baik dari Undang - undang ataupun
pemerintah.pengaturan industri telekomunikasi pdrliaksnakan
dengan beberapa alas an antara lain Beberapa alasgndapat
dikemukakan bahwa telekomunikasi perlu diatur dalauatu
regulasi khusus yang terpisah dari regulasi yang, ladalah:
Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang geerguasai
hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya @iskukan
secara khusus agar sesuai dengan Prinsip Ekondomesia yang
terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang rDE345
(UUD 1945). Kedua, telekomunikasi mempunyai artintpey
karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahank mnetocapai
pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakiatiaa
makmur yang merata materiil dan spiritual, berdesaPancasila
dan UUD 1945. yang terakhir, penyelenggaraan tehekokasi
juga mempunyai arti strategis dalam upaya mempetkok
persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiata
pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pen@rata
pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkaltkdoungan
antar bangsa.Jadi, dengan adanya pengaturan patigstrin
telekomunikasi diharapkan mampu memberikan suapadt@an
dan jaminan atas terlaksananya segala kegiatanbeahgbungan

dengan suatu industry telekomunikasi.
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2. Kesimpulan dari rumusan masalah kedua , kendalaibagstor
adalah segala hal yang dapat menghambat ataupupengaruhi
segala kegiatan investasi dan berdampak negatigg para
investor. Kendala — kendala yang dihadapi oleha pawestor
dalam melakukan investasi pada industry telekonasnikdi
Indonesia antara lain :

1. kualitas infrastruktur yang kurang memadai

2. panjangnya perijinan bagi investor dalam menanamkan
modalnya

3. belum tercukupnya pasokan energy yang dapat
mempengaruhi industry telekomunikasi

4. sumber daya manusia dan ketenagakerjaan yang masih
kurang baik

5. kasus korupsi yang masih tinggi mempengaruhi imgust
telekomunikasi

6. masih rendahnya jaminan investasi bagi investor

7. lemahnya penegakan dan kepastian hukum yang diperik
bagi para investor pada industry telekomunikasi di
Indonesia.

3. Kesimpulan ketiga adalah upaya yang dapat diberigana
memberikan suatu perlindungan hukum bagi para tavgzada
industry telekomunikasi antara lain dengan pembamaderaturan
peraturan perundang undangan terkait , peningkdtamgsi
penegakan hukum serta koordinasi antar lembaga hagas
dioptimalkan. Selain itu peran pemerintah diberikkarena
pemerintah memegang peranan penting pada kegiatadustry
telekomunikasi , dimana dalam hal ini pemerintahnitiki
beberapa peran penting , yaitu peran pengaturanpeengawas
dan peran pengarah.perlindungan hukum patut unto&rikan
kepada setiap investor demi menjamin terpenuhingl Hdan

kewajiban sebagai investor dalam menanamkan maalalny
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perlindungan hokum yang diberikan tentunya memhbaerik
kepastian hokum bagi para penanaman modal agdr rebrasa
aman serta dapat mendatangkan keuntungan baik g
penanam modal atupun indutri telekomunikasi itudgen

4.2 Saran

1. Saran dari rumusan masalah pertama adalah tpesgadi
Indonesia perlu adanya perbaikan sistem terutamgasemelihat
banyaknya kekurangan , terutama dari Undang — Unddm36
tahun 1999 itu sendiri mungkin dengan melakukan keberanian dan

inovasi untuk mengefektitkan peraturan yang adagadenmelakukan

kontruksi hukum yang bersumber pada teori atau Hokum.

2. Saran dari rumusan masalah kedua adalah pererpdah

sebagai fokus menyelesaikan segala kendala — lengkahg

dihadapi para investor pada industry telekomunikdslam

memacu realisasi investasi di indonesia. Seodvin leegas dalam
menangani kasus korupsi yang masih tinggi khuswhyadustry

telekomunikasi. Selain itu industry telekomunikgsga harus
melalukan suatu perbaikan agar kendala — kendalg gda bias
dikurangi sehaingga dapat menarik peminat inveagpr

3. Saran dari rumusan masalah ketiga adalah Dalamberikan
kepastian atau perlindungan hukum hal pertama yaags

dilakukan adalah pembenahan dari sistem hukumeitdis .Yang

pertama kali diperbaiki tentu adalah profesionatisaparat hukum
dalam menjalankan amanah dari masyarakat sebagegale
hukum yang harus menjadi pedoman bagaimana peskdeorang
yang taat hukum.

Dalam hal perlindungan hokum bagi investor telekoikasi |,

perlu adanya jaminan yang sangat mutlak untuk tkeragi para
calon investor.dengan adanya perbaikan systena,ipagstor juga
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harus memberikan suatu kesadaran hokum guna makeiptiatu
perlindungan hokum yang nyata bagi para investiosendiri .
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